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TENTANG

PEDOMAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN
JABATAN FUNGSIONAL PENGANTAR KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional
Pengantar Kerja pada instansi pusat dan instansi daerah,
perlu dilakukan pengangkatan Aparatur Sipil Negara
yang telah memenuhi persyaratan sebagai Pengantar
Kerja yang berpedoman pada penghitungan kebutuhan
Jabatan Fungsional Pengantar Kerja sebagaimana diatur
dalam Pasal 42 Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun
2022 tentang Jabatan Fungsional Pengantar Kerja;
bahwa Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15
Tahun 2015 tentang Pedoman Formasi Jabatan
Fungsional Pengantar Kerja sudah tidak sesuai dengan
perkembangan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengantar
Kerja, sehingga perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pedoman
Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengantar
Kerja;

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang
Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia
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Menetapkan

Tahun 2021 Nomor 6108);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Jabatan Fungsional Pengantar Kerja (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 131);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG
PEDOMAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN
FUNGSIONAL PENGANTAR KERJA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat
tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara
secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk
menduduki jabatan pemerintahan.

2. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang
berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan
keterampilan tertentu.

3. Jabatan Fungsional Pengantar Kerja adalah jabatan yang
mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan
wewenang untuk melaksanakan antar kerja.

4. Pejabat Fungsional Pengantar Kerja yang selanjutnya
disebut Pengantar Kerja adalah PNS yang diberi tugas,
tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan
antar kerja.

5. Antar Kerja adalah sistem yang merupakan penempatan
tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, dan
pengendalian penggunaan tenaga kerja asing.

6. Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengantar Kerja adalah
jumlah kebutuhan dan jenjang Jabatan Fungsional
Pengantar Kerja yang diperlukan oleh suatu instansi
yang menyelenggarakan urusan di bidang
ketenagakerjaan untuk melaksanakan tugas dan fungsi
Antar Kerja dalam jangka waktu tertentu.

7. Analisis Jabatan adalah  proses pengumpulan,
pencatatan, pengolahan, dan penyusunan data jabatan
menjadi informasi jabatan.

8. Analisis Beban Kerja adalah teknik manajemen yang
dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi
mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi
berdasarkan volume kerja.

9. Peta Jabatan adalah susunan nama dan tingkat jabatan
pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan Jabatan
Fungsional yang tergambar dalam struktur unit
organisasi dari tingkat yang paling rendah sampai
dengan yang paling tinggi.

10. Aplikasi Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
Pengantar Kerja yang selanjutnya disebut Aplikasi Anjab
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ABK Pengantar Kerja adalah aplikasi teknologi informasi
berbasis web melalui https://anjabpk.kemnaker.go.id
digunakan untuk penghitungan Kebutuhan Jabatan
Fungsional Pengantar Kerja.

Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi
daerah.

Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengantar Kerja
yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah
kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Instansi Pengguna Jabatan Fungsional Pengantar Kerja
yang selanjutnya disebut Instansi Pengguna adalah
instansi pusat selain Kementerian, instansi daerah
provinsi, atau instansi daerah kabupaten/kota yang
memiliki formasi jabatan Pengantar Kerja.

Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang
mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan,
pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil
negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara
di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Sekretaris Direktorat Jenderal adalah pejabat pimpinan
tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan.
Sekretaris Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi
madya sekretariat jenderal.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 2
Pengantar Kerja memiliki peran dan fungsi sebagai
pelaksana teknis fungsional di bidang Antar Kerja pada
Instansi Pemerintah.
Pengantar Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara
langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat
pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau
pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan
pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Pengantar Kerja.
Kedudukan Pengantar Kerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) ditetapkan dalam Peta Jabatan berdasarkan
analisis tugas dan fungsi unit kerja, Analisis Jabatan,
dan Analisis Beban Kerja sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 3
Pengantar Kerja mempunyai tugas/kegiatan
melaksanakan Antar Kerja.
Ruang lingkup tugas/kegiatan pelaksanaan Antar Kerja,
terdiri atas:
a. perencanaan pelaksanaan Antar Kerja;
b. penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan
kerja;
c. pengendalian penggunaan tenaga kerja asing;
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d. pembinaan kelembagaan dan sumber daya manusia
penempatan;

e. evaluasi dan laporan pelaksanaan Antar Kerja; dan

pengembangan Antar Kerja.

ol

Pasal 4

(1) Jabatan Fungsional Pengantar Kerja merupakan Jabatan
Fungsional kategori keahlian.

(2) Jenjang  Jabatan Fungsional Pengantar Kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari jenjang
terendah sampai dengan jenjang tertinggi, terdiri atas:

a. Pengantar Kerja ahli pertama;

b. Pengantar Kerja ahli muda;

c. Pengantar Kerja ahli madya; dan
d. Pengantar Kerja ahli utama.

Pasal 5
Penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengantar Kerja
dilakukan melalui tahapan:
a. penghitungan; dan
b. pengusulan.

BAB II
PENGHITUNGAN KEBUTUHAN
JABATAN FUNGSIONAL PENGANTAR KERJA

Pasal 6

(1) Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengantar
Kerja di Instansi Pembina dan Instansi Pengguna
dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja pada
Instansi Pembina dan Instansi Pengguna.

(2) Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengantar
Kerja pada Unit kerja Instansi Pengguna sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) untuk daerah provinsi dan
daerah kabupaten/kota, dilaksanakan oleh organisasi
perangkat daerah yang membidangi organisasi tata
laksana berdasarkan usulan dari organisasi perangkat
daerah yang membidangi ketenagakerjaan.

Pasal 7

(1) Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengantar
Kerja dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun
sesuai dengan rencana strategis Instansi Pemerintah
dan/atau mempertimbangkan dinamika/perkembangan
organisasi Instansi Pemerintah.

(2) Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengantar
Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperinci per
1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.

(3) Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengantar
Kerja digunakan untuk pengangkatan dalam Jabatan
Fungsional Pengantar Kerja melalui:

a. pengangkatan pertama;

b. perpindahan dari jabatan lain;
c. penyesuaian; dan

d. promosi.
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Pasal 8
Aspek dalam penghitungan Kebutuhan Jabatan
Fungsional Pengantar Kerja terdiri atas Analisis Jabatan
dan Analisis Beban Kerja.
Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan berdasarkan indikator:
a. jumlah layanan Antar Kerja;
b. cakupan wilayah kerja Antar Kerja; dan
c. kompleksitas dan risiko pekerjaan Antar Kerja.

Pasal 9
Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengantar
Kerja menggunakan Aplikasi Anjab ABK Pengantar Kerja.
Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengantar
Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran [ yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III
PENGUSULAN KEBUTUHAN
JABATAN FUNGSIONAL PENGANTAR KERJA

Pasal 10
Pimpinan unit kerja pada Instansi Pembina mengajukan
usulan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengantar Kerja
kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang
membidangi pembinaan Jabatan Fungsional Pengantar
Kerja untuk dilakukan validasi.
Pengusulan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengantar
Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan
melampirkan Peta Jabatan, Analisis Jabatan, dan hasil
Analisis Beban Kerja.
Hasil validasi usulan Kebutuhan Jabatan Fungsional
Pengantar Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan oleh pimpinan unit kerja pengguna
Pengantar Kerja kepada Sekretaris Direktorat Jenderal
pada unit kerja yang bersangkutan.
Sekretaris Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) menyampaikan usulan Kebutuhan Jabatan
Fungsional Pengantar Kerja yang telah divalidasi kepada
Sekretaris Jenderal.
Sekretaris Jenderal menyampaikan usulan Kebutuhan
Jabatan Fungsional Pengantar Kerja yang telah divalidasi
kepada Menteri.
Menteri selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi
Pembina menyampaikan usulan penetapan Kebutuhan
Jabatan Fungsional Pengantar Kerja kepada menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pendayagunaan aparatur negara untuk mendapatkan
persetujuan penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional
Pengantar Kerja.
Persetujuan penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional
Pengantar Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
ditembuskan kepada kepala lembaga pemerintah
nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan
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pembinaan dan menyelenggarakan manajemen aparatur
sipil negara secara nasional sebagaimana diatur dalam
undang-undang.

Pasal 11
Pimpinan unit kerja pada Instansi Pengguna mengajukan
usulan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengantar Kerja
kepada pimpinan unit kerja/organisasi perangkat daerah
yang membidangi organisasi tata laksana.
Pengusulan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengantar
Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan
melampirkan Peta Jabatan, Analisis Jabatan, dan hasil
Analisis Beban Kerja.
Pimpinan unit kerja/organisasi perangkat daerah yang
membidangi organisasi tata laksana menyampaikan
usulan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengantar Kerja
kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pengguna.
Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pengguna
menyampaikan usulan Kebutuhan Jabatan Fungsional
Pengantar Kerja kepada Pejabat Pembina Kepegawaian
Instansi Pembina untuk mendapatkan rekomendasi
penetapan.
Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pembina melalui
Sekretaris Jenderal menyampaikan usulan Kebutuhan
Jabatan Fungsional Pengantar Kerja dari Instansi
Pengguna kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang
membidangi pembinaan Jabatan Fungsional Pengantar
untuk dilakukan validasi.
Hasil validasi usulan Kebutuhan Jabatan Fungsional
Pengantar Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
disampaikan kembali oleh pejabat pimpinan tinggi
pratama yang membidangi pembinaan Jabatan
Fungsional Pengantar Kerja kepada Sekretaris Jenderal.
Sekretaris Jenderal menyampaikan usulan Kebutuhan
Jabatan Fungsional Pengantar Kerja yang telah divalidasi
kepada Menteri untuk dibuatkan rekomendasi penetapan
Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengantar Kerja.
Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pembina
menyampaikan rekomendasi penetapan Kebutuhan
Jabatan Fungsional Pengantar Kerja kepada Pejabat
Pembina Kepegawaian Instansi Pengguna.
Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pengguna
menyampaikan usulan penetapan Kebutuhan Jabatan
Fungsional Pengantar Kerja kepada menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pendayagunaan aparatur negara untuk mendapatkan
persetujuan penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional
Pengantar Kerja.
Persetujuan penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional
Pengantar Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (9)
ditembuskan kepada kepala lembaga pemerintah
nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan
pembinaan dan menyelenggarakan manajemen aparatur
sipil negara secara nasional sebagaimana diatur dalam
undang-undang.
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(11) Format usulan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengantar
Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum
dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV
PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 12
(1) Instansi Pengguna harus melaporkan hasil penetapan
Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengantar Kerja oleh
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang pendayagunaan aparatur negara dan laporan
pemenuhan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengantar
Kerja secara daring atau luring kepada Instansi Pembina.
(2) Laporan pemenuhan Kebutuhan Jabatan Fungsional
Pengantar Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

meliputi:
a. jumlah kebutuhan dan jenjang jabatan untuk tahun
aktif;

b. periode/waktu pemenuhan kebutuhan jabatan

untuk tahun aktif;

jumlah pemenuhan dan jenjang jabatan;

mekanisme pengangkatan dalam jabatan;

jumlah yang tidak terpenuhi;

alasan/kendala; dan
g. mengunggah dokumen surat keputusan

pengangkatan dalam Jabatan Fungsional.

(3) Hasil penetapan Kebutuhan Jabatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), digunakan oleh Instansi
Pembina untuk mencocokkan data rekomendasi
penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengantar
Kerja yang telah dikeluarkan oleh Instansi Pembina
dengan hasil penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional
Pengantar Kerja oleh menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur
negara.

thd QO

Pasal 13
Pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan
Jabatan Fungsional Pengantar Kerja melaporkan hasil validasi
usulan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengantar Kerja
kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi
pembinaan penempatan tenaga kerja dan perluasan
kesempatan kerja secara periodik setiap 6 (enam) bulan atau
sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 14

(1) Evaluasi pengusulan dan pemenuhan Kebutuhan
Jabatan Fungsional Pengantar Kerja dilaksanakan oleh
Instansi Pembina kepada Instansi Pengguna melalui
Aplikasi Anjab ABK Pengantar Kerja.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
secara periodik setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-
waktu apabila diperlukan.



2023, N0.923 .

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15
Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengantar Kerja dapat diisi
oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan
Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2015 tentang
Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Pengantar Kerja (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 838), dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 November 2023

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
IDA FAUZIYAH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 November 2023

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN,
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASEP N. MULYANA
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LAMPIRAN I

FERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

FEDOMAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN
JABATAN FUNGSIONAL PENGANTAR KERJA

A. PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGANTAR
KERJA

Tata cara penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengantar Kerja

sebagai berikut:

1. Menginventarisasi wuraian tugas/kegiatan masing-masing jenjang
jabatan.

2. Menginventarisasi nilai Angka Kredit untuk masing-masing uraian
tugas/kegiatan.

3. Menghitung Konstanta (Kt) masing-masing jenjang jabatan berdasarkan
Jam Kerja Efektif, dengan terlebih dahulu mengetahui besaran Angka
Kredit Kumulatif [AKEK] untuk kenaikan jenjang jabatan dan/atau
pangkat setingkat lebih tingpi. Besaran Angka Kredit Kumulatif (AKK)
yang dimaksud sebagai berikut:

a. Pengantar Kerja ahli pertama, pangkat Penata Muda golongan
ruang [I/a dapat naik pangkat menjadi Penata Muda Tingkat I
golongan ruang OI/b, memerlukan Angka Kredit kumulatif
sebanyak 50;

b. Pengantar Kerja ahli pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I
golongan ruang /b dapat naik jabatan dan pangkat menjadi
Pengantar Kerja ahli muda dengan pangkat Penata golongan ruang
IIIfc, memerlukan Angka Kredit Kumulatif sebanyak 50;

c. Pengantar Kerja ahli muda, pangkat Penata golongan ruang Il/c
dapat naik pangkat menjadi Penata Tingkat [ golongan ruang I1/d,
memerlukan Angka Kredit Kumulatif sebanyak 100;

d. Pengantar Kerja ahli muda, pangkat Penata Tingkat I golongan
ruang HI/d dapat naik jabatan dan pangkat menjadi Pengantar
Kerja ahli madya dengan pangkat Pembina golongan ruang IV /a,
memerlukan Angka Kredit Kumulatif sebanyak 100;

e. Pengantar Kerja ahli madya, pangkat Pembina golongan rmuang IV/a
dapat naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I golongan ruang
IV /b, memerlukan Angka Kredit Kumulatif sebanyak 150;

f. Pengantar Kerja ahli madya pangkat Pembina Tingkat I golongan
ruang IV/b dapat naik pangkat menjadi Pembina Utama Muda
golongan ruang IV/c, memerlukan Angka Kredit Tambahan 150;

g. Pengantar Kerja ahli madya pangkat Pembina Utama Muda
golongan ruang IV/c dapat naik jabatan dan pangkat menjadi
Pengantar Kerja ahli utama dengan pangkat Pembina Utama Madya
golongan miang IV/d, memerlukan Angka Kredit Kumulatif
sebanyak 150; dan

h. Pengantar Kerja ahli utama, pangkat Pembina Utama Madya
golongan ruang IV /d dapat naik pangkat menjadi Pembina Utama
golongan ruang IV e, memerlukan Angka Kredit Tambahan 200.

www.peraturan.go.id
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Berdasarkan besaran Angka Kredit Kumulatif [AKK] untuk
kenaikan jenjang jabatan danfatau pangkat setingkat lebih tinggi, maka
dapat dihitung 4 Konstanta (Kt) untuk masing-masing jenjang jabatan
dengan cara Angka Kredit Kumulatif [AKK) untuk setiap kenaikan
jabatan dan/atau pangkat dibagi hasil perkalian antara standar Jam
Kerja Efektif (1250 jam) dengan masa kerja dalam pangkat 4 (empat)
tahun, dengan menggunakan formula sebagai berikut:

Kt = AKK : (1250 x 4)

Keterangan:

Kt = HKonstanta masing-masing jenjang jabatan per jam
efektif dalam 1 (satu) tahun;

AKK = Angka Kredit Kumulatif untuk setiap kenaikan
jenjang jabatan dan/atau pangkat;

1250 = Standar Jam Kerja Efektif dalam 1 (satu) tahun; dan

4 = Masa kerja dalam pangkat secara normal untuk

kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi adalah
4 (empat) tahun.

Dengan demikian Konstanta (Kt) untuk setiap jenjang jabatan

Pengantar Kerja adalah sebagai berikout:

a. Pengantar Kerja ahli pertama, pangkat Penata Muda (III/a) sampai
dengan Penata Muda Tingkat I (III/b) = 50 : (1250x4) = 0,010;

b. Pengantar Kerja ahli muda, pangkat Penata (III/c) sampai dengan
Penata Tingkat I (III/d) = 100 : {1250x4) = 0,020;

c. Pengantar Kerja ahli madya, pangkat Pembina (IV/a) sampai dengan
Pembina Utama Muda (IV/c) = 150 : (1250x4) = 0,030; dan

d. Pengantar Kerja ahli utama, pangkat Pembina Utama Madya (IV/d)
sampai dengan Pembina Utama (IV /e) = 200 : (1250x4) = 0,040.

4. Menghitung Waktu Penyelesaian Kegiatan (WPK), dengan cara membagi
Angka Kredit Uraian Tugas (AKUT) masing-masing dengan Konstanta
[Kt) untuk masing-masing jenjang jabatan berdasarkan standar Jam
Kerja Efektif, dengan menggunakan formula sebagai berikut:

WPK = AKUT

Kt
Keterangan:
WPK = Waktu Penyelezaian Kegiatan dalam 1 (satu) tahun;
AKUT = Angka Kredit Uraian Tugas masing-masing dalam 1
(satu) tahun; dan
Kt = Konstanta untuk masing-masing jenjang jabatan

berdasarkan standar Jam Kerja Efektif.

3. Menghitung Volume (V) masing-masing uraian tugas/kegiatan untuk
setiap jenjang jabatan Pengantar Kerja dalam 1 (satu) tahun, sesuai
satuan hasil masing-masing uraian tugas [kegiatan.

6. Menghitung Waktu Penyelezaian Volume [WPV) masing-masing uraian
tugas/kegiatan untuk setiap jenjang jabatan, adalah dengan mengalikan
Waktu Penyelesaian Kegiatan (WPK) dengan Volume (V) masing-masing
uraian tugas/kegiatan untuk setiap jenjang jabatan, dengan
menggunakan formula sebagai berikut:

WPV = WPK=xV

www.peraturan.go.id
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WPV = Waktu Penyelesaian Volume masing-masing uraian
tugas (kegiatan dalam 1 (satu) tahun;
WPK = Waktu Penyelesaian Kegiatan dalam 1 (satu) tahun;
dan
Vv = Volume masing-masing uraian tugas/kegiatan dalam

1 (satu) tahun.
Menghitung kebutuhan Jabatan Fungsional Pengantar Kerja per jenjang
dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh Waktu Penyelesaian
Volume kegiatan dalam 1 (zatu) tahun (}WPV) dibagi jumlah standar
Jam Kerja Efektif per tahun, dengan menggunakan formula sebagai
berikut:

Kebutuhan JFPK = ¥ WPV

1250
Keterangan:
Kebutuhan = Jumlah Pengantar Kerja masing-masing jenjang
JFPK jabatan yang diperlukan untuk melaksanakan
seluruh uraian tugas/kegiatan antar kerja pada
Instansi Pemerintah;
¥ WPV = Jumlah Waktu Penyelesaian Volume wuraian

tugas/kegiatan dalam 1 |satu) tahun sesuai dengan
jenjang jabatan; dan
1250 = Standar Jam Kerja Efektif dalam 1 |satu) tahun.

Penentuan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengantar Kerja didasarkan

atas penghitungan kebutuhan jabatan, dengan ketentuan sebagai

berikut:

a. apabila berdasarkan penghitungan kebutuhan yang dilakukan
terhadap Jabatan Fungsional Pengantar Kerja menurut jenjang
jabatan memperoleh nilai sama dengan atau lebih besar dari 0,50
(nol koma lima puluh) maka dapat ditetapkan kebutuhan jabatan
berjumlah 1 (satu) dengan ketentuan pembulatan ke atas; dan

b. apabila berdasarkan penghitungan kebutuhan yang dilakukan
terhadap Jabatan Fungsional Pengantar Kerja menurut jenjang
jabatan memperoleh nilai kurang dari 0,50 (nol koma lima puluh)|
maka tidak dapat ditetapkan kebutuhan jabatan tersebut dengan
ketentuan pembulatan ke bawah.
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FORMULIR PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGANTAR KERJA

- WAKTU
ANGKA P;"\‘;},EET]HE_ VOLUME | PENYELE- PE.JD{JE?]EAUI:I-\N
SUB purtir | KREDIT | KONS- | o\ \ypurir | KEGIATAN SAIAN FORMASI
NO | UNSUR | S | eaaray | URAIAN | TANTA | SP2r teio DALAM 1 VOLUME | o rotr AN
: TUGAS (Kt) Al TAHUN I | KEGIATAN i
(WPK) : JF)
[AEUT) AKUT /Kt V) (WEV) SWPV/1.250
ARUTY wPKxv | “WEV/L
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10(=kolom 9)
Jumlah
IWpv
1250 |

Pembulatan

Pengantar
Kerja
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CONTOH
INFORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENGANTAR KERJA (INSTANSI PUSAT)

INFORMASI JABATAN

il

NAMA JABATAN : | Pengantar Kerja ahli pertama
2. | KODE JABATAN !
3. | UNIT KER.JA

a. JPT Utama : | Kementerian Ketenagakerjaan
b. JPT Madya : | Ditjen Binapenta dan PKK
c. JPT Pratama : | Direktorat Bina P2PMI
d. Administrator : |-
e. Pengawas s -
f. Pelaksana : |-
g. Jabatan Fungsional e
4. | IKHTISAR JABATAN : | Melaksanakan pelayanan antar kerja

dalam bentuk pengumpulan dan
pengolahan data dan informasi yang
diterima, serta memberikan layanan
penempatan tenaga kerja dan perluasan
kezempatan kerja, pengendalian
penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)
dan pembinaan kelembagaan dan
sumber daya penempatan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang
berlaku

5. | KUALIFIKASI JABATAN
a. Pendidikan Formal : | 81/DIV Manajemen /Psikologi/Hulkum /
Ekonomi/Sosial-Politik / Administrasi/

bidang pendidikan lain yang relevan
dengan tugas jabatan yang ditetapkan
oleh Instansi Pembina untuk Jabatan
Fungsional Pengantar Kerja ahli

pertama

b. Pendidikan dan Pelatihan |: [Pelatihan Pengantar Kerja jenjang ahli
pertama

c. Pengalaman Kerja | Memiliki pengalaman dalam

pelaksanaan tugas di bidang antar kerja
paling singkat 2 (dua) tahun untuk
pengangkatan dalam jabatan fungsional
Pengantar Kerja melalui perpindahan
dari jabatan lain

www.peraturan.go.id
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7. HASIL KERJA

NO HASIL KER.JA SATUAN

1 2 3

1. | Laporan layanan Analisis .Jabatan dasar Laporan

2. | Dokumen identifikasi ketersediaan informasi Dokumen
lowongan pekerjaan untuk penempatan tenaga
kerja

3. | Laporan statistik informasi pasar kerja Laporan

4 Laporan penyuluhan  jabatan kepada Laporan
siswa/mahasiswa /pencari kerja yang bar
masuk ke pasar keria

5. | Laporan sosialisasikan  program /kegiatan Laporan
pelayanan antar kerja masyarakat umum

6. |Laporan pelayanan pemberian informasi Laporan
penempatan tenaga kerja kepada pencari kerja

7. | Dokumen lavanan pendaftaran pencari kerja Dokumen

8. | Laporan bimbingan jabatan kepada pencari Laporan
kerja yang baru masuk ke pasar kerja

9. |Laporan analisis permohonan surat izin Laporan
perekrutan Pekerja Migran Indonesia

10. | Laporan analisis hasil pembekalan tenaga Laporan
kerja untuk penempatan tenaga kerja

11. | Laporan  analisis kelayakan  dokumen Laporan
pengajuan paspor calon Pekerja Migran
Indonesia

12. | Laporan penpurusan visa kerja calon Pekerja Laporan
Migran Indonesia

13. | Laporan bentukan kelompok usaha kegiatan Laporan
perluasan kesempatan kerja

14. | Laporan data penempatan tenaga kerja Laporan

15. | Laporan  analisis dokumen  pengajuan Laporan
pencairan deposito PAMI

16. | Dokumen verifikasi dokumen permohonan Dokumen
pengajuan penggunaan TKA

17. | Laporan penilaian kelayakan permohonan Laporan
pengesahan RPTKA untuk 1 sampai dengan 5
orang TKA secara daring

18. | Laporan penyesuaian data isian pada Laporan
rancangan Hasil Penilaian Kelayakan

19. | Laporan kompilasi data yang akan diserahkan Laporan
kepada stakeholder/pemangku kepentingan
untuk tindak lanjut hasil pemantauan
penggunaan TKA

20. | Laporan verifikasi permohonan pemenuhan Laporan
standar perizinan berusaha/tanda
daftar/lembaga penempatan tenaga kerja atau
P3MI

21. | Laporan identifikasi data lembaga penempatan Laporan
tenaga kerja atau P3MI
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8. BAHAN KERJA
NO BAHAN KERJA PENGGUNAAN UNTUK TUGAS
1 2 3
1. |Data jabatan, formulir | Pelaksanaan layanan Analisis Jabatan
uraian jabatan dasar
2. | Data perusahaan dan data | Pengidentifikasian ketersediaan informasi
lowongan lowongan pekerjaan untuk penempatan
tenaga kerja
3. | Data pasar kerja Penyusunan statistik informasi pasar
kerja
4. | Materi penyuluhan, | Pelaksanaan penyuluhan jabatan kepada
pamflet liflet jabatan, | siswa/mahasiswa/pencari kerja vyang
infografis baru masuk ke pasar kerja
5. | Materi sosializasi Pelaksanaan sosialisasi program fkegiatan
pelayanan antar kerja masyarakat umum
6. |NSPK penempatan tenaga | pelayanan pemberian informasi
kerja, data IPK penempatan tenaga kerja kepada pencari
kerja
7. |Formulir isian data pada | Pelaksanaan layanan pendaftaran pencari
aplikasi atau formulir AK I | kerja
dan AK II
8. | Informasi jabatan, | Pembimbingan jabatan kepada pencari
instrumen tes psikologi kerja yang baru masuk ke pasar kerja
9. | Formulir checklist | Pelaksanaan analisis permohonan surat
persyaratan, job order izin perekritan Pekerja Migran Indonesia
10. | Informasi hasil pembekalan | Pelaksanaan analisis hasil pembekalan
tenaga kerja untuk penempatan tenaga
kerja
11. | Formulir checklist | Pelaksanaan analisis kelayakan dokumen
persyaratan dan paspor | pengajuan paspor calon Pekerja Migran
calon Pekerja Migran | Indonesia
Indonesia
12. | Dokumen visa Pengurusan visa kerja calon Pekerja
Migran Indonesia
13. | Informasi kelompok usaha | Pembentukan kelompok usaha kegiatan
perluasan kesempatan kerja
14. | Data penempatan Penyusunan data penempatan tenaga
kerja
15. | Formulir checklist dokumen | Pelaksanaan analisis dokumen pengajuan
persyaratan pencairan deposito P3MI
16. | Dokumen permohonan | Pelaksanaan verifikasi dokumen
pengajuan penggunaan | permohonan pengajuan penggunaan TKA
TKA
17. | Dokumen RPTKA Penilaian kelayakan permohonan
pengesahan RPTKA untuk 1 sampai
dengan 3 orang TKA secara daring
18. | Lembar/ formulir Penyesuaian data isian pada rancangan
rekomendasi Hasil Penilaian Kelayakan
19. | Data TKA Pelaksanaan kompilasi data yang akan

diserahkan kepada stakeholder/
pemangku  kepentingan untuk tindak
lanjut hasil pemantauan penggunaan TKA
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NO BAHAN KERJA PENGGUNAAN UNTUK TUGAS
20. | Data Pelaksanaan  verifikasi  permohonan
usulan /dokumen berkas pemenuhan standar perizinan
dari lembaga penempatan | berusaha/tanda daftar/lembaga
penempatan tenaga kerja atau P3MI
21. | Data lembaga penempatan | Pengidentifikasian data lembaga
penempatan tenaga kerja atau P3MI
9. PERANGKAT KERJA
NO PERANGEKAT KERJA PENGGUNAAN UNTUK TUGAS
1 2 3
1. |Standar Operasional | Melakukan layanan Analisis Jabatan
Prosedur (SOP), juknis, | dasar
atau pedoman kerja lainnya
terkait uraian tugas
2. | Standar Operasional | Mengidentifikasi ketersediaan informasi
Prosedur (SOP), juknis, | lowongan pekerjaan untuk penempatan
atau pedoman kerja lainnya | tenaga kerja
terkait uraian tugas
3. | Standar Operasional | Menyusun statistik informasi pasar kerja
Prosedur (SOP), juknis,
atau pedoman kerja lainnya
terkait uraian tugas
4. | Standar Operasional | Melakukan penyuluhan jabatan kepada
Prosedur (SOP), juknis, | siswa/mahasiswafpencari kerja yang
atau pedoman kerja lainnya | baru masuk ke pasar kerja
terkait uraian tugas
5. | Standar Operasional | Mensosialisasikan program ( kegiatan
Prosedur (SOP), juknis, | pelayanan antar kerja masyarakat umum
atau pedoman kerja lainnya
terkait uraian tugas
6. | Standar Operasional | Melakukan pelayanan pemberian
Prosedur (SOP), juknis,|informasi penempatan tenaga kerja
atau pedoman kerja lainnya | kepada pencari kerja
terkait uraian tugas
7. | Standar Operasional | Melakukan layanan pendaftaran pencari
Prosedur (SOP), juknis, | kerja
atau pedoman kerja lainnya
terkait uraian tugas
8. | Standar Operasional | Melakukan bimbingan jabatan kepada
Prosedur (SOP), juknis, | pencari kerja yang baru masuk ke pasar
atau pedoman kerja lainnya | kerja
terkait uraian tugas
9. |Peraturan yang mengatur | Menganalisis permohonan surat izin
mengenai pelindungan | perekrutan Pekerja Migran Indonesia
Pekerja Migran Indonesia,
Standar Operasional
Prosedur (SOP), juknis,
atau pedoman kerja lainnya
terkait uraian tugas
10. | Standar Operasional | Menganalisis hasil pembekalan tenaga
Prosedur (SOP), juknis, | kerja untuk penempatan tenaga kerja
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NO PERANGEKAT KERJA PENGGUNAAN UNTUK TUGAS
atau pedoman kerja lainnya
terkait uraian tugas

11. | Standar Operasional | Menganalisis kelayakan dokumen
Prosedur (SOP), juknis, | pengajuan paspor calon Pekerja Migran
atau pedoman kerja lainnya | Indonesia
terkait uraian tugas

12. | Standar Operasional | Melakukan pengurusan visa kerja calon
Prosedur (SOP), juknis, | Pekerja Migran Indonesia
atau pedoman kerja lainnya
terkait uraian tugas

13. | Standar Operasional | Membentuk kelompok usaha kegiatan
Prosedur (SOP), juknis, | perluasan kesempatan kerja
atau pedoman kerja lainnya
terkait uraian tugas

14. | Standar Operasional | Menyusun data penempatan tenaga kerja
Prosedur (SOP), juknis,
atau pedoman kerja lainnya
terkait uraian tugas

15. | Peraturan yang mengatur | Menganalisis dokumen pengajuan
mengenai pelindungan | pencairan deposito PAMI
Pekerja Migran Indonesia,
Standar Operasional
Prosedur (SOP), juknis,
atau pedoman kerja lainnya
terkait uraian tugas

16. | Peraturan yang menggatur | Memverifikasi dokumen  permohonan
mengenai penggunaan TKA, | pengajuan penggunaan TKA
Standar Operasional
Prosedur (SOP), juknis,
atau pedoman kerja lainnya
terkait uraian tugas

17. | Peraturan yang menggatur | Melakukan penilaian kelayakan
mengenai penggunaan TKA, | permohonan pengesahan RPTKA untuk 1
Standar Operasional | sampai dengan 5 orang TKA secara daring
Prosedur (SOP), juknis,
atau pedoman kerja lainnya
terkait uraian tugas

18. | Standar Operasional | Melakukan penyesuaian data isian pada
Prosedur (SOP), juknis, | rancangan Hasil Penilaian Kelayakan
atau pedoman kerja lainnya
terkait uraian tugas

19. | Standar Operasional | Melakukan kompilasi data yang akan
Prosedur (SOP), juknis, | diserahkan kepada
atau pedoman kerja lainnya | stakeholderf pemangku kepentingan
terkait uraian tugas untuk tindak lanjut hasil pemantauan

penggunaan TKA

20. | Peraturan mengenai | Memverifikasi permohonan pemenuhan
perizinan berusaha | standar perizinan berusaha/tanda
Lembaga Penempatan, | daftar/lembaga penempatan tenaga kerja
Standar Operasional | atau P3MI
Prosedur (SOP), juknis,

atau pedoman kerja lainnya
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PERANGEKAT KERJA

PENGGUNAAN UNTUK TUGAS

terkait uraian tugas

21.

Peraturan mengenai
perizinan berusaha
Lembaga Penempatan,
Standar Operasional

Prosedur (SOP), juknis,
atau pedoman kerja lainnya
terkait uraian tugas

Mengidentifikasi data lembaga
penempatan tenaga kerja atau P3MI

10. TANGGUNG JAWAB

a.
b.

€.
d.

Ketepatan pelaksanaan layanan Analisis Jabatan dasar.

Ketepatan pengidentifikasian ketersediaan informasi lowongan
pekerjaan untuk penempatan tenaga kerja.

Ketepatan penyusunan statistik informasi pasar kerja.

Ketepatan pelaksanaan penyuluhan jabatan kepada
siswa/mahasiswa/pencari kerja yang baru masuk ke pasar kerja.
Ketepatan pelaksanaan sosialisasi program [kegiatan pelayanan antar
kerja masyarakat umum.

Ketepatan pelayanan pemberian informasi penempatan tenaga kerja
kepada pencari kerja.

Ketepatan pelaksanaan layanan pendaftaran pencari kerja.
Ketepatan pembimbingan jabatan kepada pencari kerja yang baru
masuk ke pasar kerja.

Ketepatan pelaksanaan analisis permohonan surat izin perekrutan
Pekerja Migran Indonesia.

Ketepatan pelaksanaan analisis hasil pembekalan tenaga kerja untuk
penempatan tenaga kerja.

Ketepatan pelaksanaan analisis kelayakan dokumen pengajuan
paspor calon Pekerja Migran Indonesia.

Ketepatan pengurusan visa kerja calon Pekerja Migran Indonesia.
Ketepatan pembentukan kelompok usaha kegiatan perluasan
kesempatan kerja.

Ketepatan penyusunan data penempatan tenaga kerja.

Ketepatan pelaksanaan analisis dokumen pengajuan pencairan
deposito P3ML

Ketepatan pelaksanaan verifikasi dokumen permohonan pengajuan
penggunaan TKA.

Ketepatan penilaian kelayakan permohonan pengesahan RPTKA
untuk 1 sampai dengan 5 orang TKA secara daring.

Ketepatan penyesuaian data isian pada rancangan Hasil Penilaian
Kelayakan.

Ketepatan pelaksanaan kompilasi data yang akan diserahkan kepada
stakeholder{pemangku kepentingan untuk tindak lanjut hasil
pemantauan penggunaan TKA.

Ketepatan pelaksanaan verifikasi permohonan pemenuhan standar
perizinan berusaha/tanda daftar/lembaga penempatan tenaga kerja
atau P3MI.

Ketepatan pengidentifikasian data lembaga penempatan tenaga kerja
atau P3MI.
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11. WEWENANG

a. Menentukan metode dalam pelaksanaan layanan Analisis Jabatan
dasar.

b. Menentukan metode dalam pengidentifikazian ketersediaan informasi
lowongan pekerjaan untuk penempatan tenaga kerja.

c. Menentukan metode dalam penyusunan statistik informasi pasar
kerja.

d. Menentukan metode dalam pelaksanaan penyuluhan jabatan kepada
siswa/mahasiswa/pencari kerja yang baru masuk ke pasar kerja.

e.  Menentukan metode dalam pelaksanaan sosialisasi program [kegiatan
pelayanan antar kerja masyarakat umum.

f. Menentukan metode dalam pelayanan pemberian informasi
penempatan tenaga kerja kepada pencari kerja.

g. Menentukan metode dalam pelaksanaan layanan pendaftaran pencari
kerja.

h. Menentukan metode dalam pembimbingan jabatan kepada pencari
kerja yang baru masuk ke pasar kerja.

i. Menentukan metode dalam pelaksanaan analisis permochonan surat
izin perekrutan Pekerja Migran Indonesia.

j-  Menentukan metode dalam pelaksanaan analisis hasil pembekalan
tenaga kerja untuk penempatan tenaga kerja.

k. Menentukan metode dalam pelaksanaan analisis kelayakan dokumen
pengajuan paspor calon Pekerja Migran Indonesia.

. Menentukan metode dalam pengurusan visa kerja calon Pekerja
Migran Indonesia.

m. Menentukan metode dalam pembentukan kelompok usaha kegiatan
perluasan kesempatan kerja.

n. Menentukan metode dalam penyusunan data penempatan tenaga
kerja.

0. Menentukan metode dalam pelaksanaan analisis dokumen pengajuan
pencairan deposito PAML

p. Menentukan metode dalam pelaksanaan wverifikasi dokumen
permohonan pengajuan penggunaan TKA.

q. Menentukan metode dalam penilaian kelayakan permohonan
pengesahan RPTKA untuk 1 sampai dengan 3 orang TKA secara
daring.

r.  Menentukan metode dalam penyesuaian data isian pada rancangan
Hasil Penilaian Kelayakan.

g. Menentukan metode dalam pelaksanaan kompilasi data yang akan
diserahkan kepada stakeholder/ pemangku kepentingan untuk tindak
lanjut hasil pemantauan penggunaan TKA.

t. Menentukan metode dalam pelaksanaan wverifikasi permohonan
pemenuhan standar perizinan berusahaftanda daftar/lembaga
penempatan tenaga kerja atau P3MI.

u. Menentukan metode dalam pengidentifikasian data lembaga
penempatan tenaga kerja atau P3MI.

12. KORELASI JABATAN

NO JABATAN UNIT KERJAfINSTANSI DALAM HAL
2 3 4
1. | Direktur Bina P2PMI Direktorat Bina P2PMIJ | Konsultasi
Kementerian Pelaksanaan Tugas
Ketenagakerjaan dan Laporan
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2. | Pejabat Fungsional ahli | Direktorat Bina P2PMIJ | Koordinasi
utama Kementerian Pelaksanaan Tugas
Ketenagakerjaan
3. | Pejabat Fungsional ahli | Direktorat Bina P2PMIJ | Koordinasi
madya Kementerian Pelaksanaan Tugas
Ketenagakerjiaan
4. | Pejabat Fungsional ahli | Direktorat Bina P2PMIJ | Koordinasi
muda Kementerian Pelaksanaan Tugas
Ketenagakerjiaan
5. | Pejabat Fungsional ahli | Direktorat Bina P2PMIJ | Koordinasi
pertama Kementerian Pelaksanaan Tugas
Ketenagakerjaan
13. KONDISI LINGKUNGAN KERJA
NO ASFEK FAKTOR
1 2 3
1. | Tempat kerja Dalam dan luar mangan
2. | Buhu Dingin
3. | Udara Sejuk
4. | Keadaan Ruangan Memadai
5. | Letak Rendah
6. | Penerangan Cukup
7. | Suara Tenang/tidak bising
8. | Keadaan tempat kerja Bersih
9. | Getaran Tidak ada
14. RISIKO BAHAYA
NO FISIK/MENTAL PENYEBAB
1 2 .
1. | Low back pain Terlalu lama duduk
2. | Gangguan Paparan radiasi cahaya dari peralatan kerja
penglihatan
3. | Stres Tekanan target pekerjaan dan hubungan yang
tidak sehat dengan rekan kerja

15. SYARAT JABATAN

1. | Keterampilan
kerja

Berbicara di depan umum, membimbing, menganalisis,

mendengarkan

2. | Bakat Kerja

G | Intelegensia

V | Bakat Verbal

N | Bakat Numerik

(7 | Bakat Ketelitian

3. | Temperamen
Kerja

pembuatan instrulsi.

Kemampuan menyesuaikan dirl dalam berhubungan
P | dengan orang lain lebih dari hanya penerimaan dan

tertentu.

Kemampuan menyesuaikan dirl dalam kegiatan-

kegiatan yang berulang, atau secara terus menerus
R | melakukan kegiatan yang sama,
perangkat prosedur, urutan atau kecepatan yang

sesuai dengan
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4. | Minat Kerja Lb Fililhan melakukan kegiatan wyang berhubungan
" | dengan komunikasi data.
28 Fillhan melakukan kegiatan wyang berhubungan
" | dengan orang dalam niaga.
aa Filihan melakukan kegiatan-kegiatan rutin, konkrit
" | dan teratur.
5. | Upaya Fisik Duduk, berbicara, bekerja dengan jari, dan mendengarkan
6. | Kondisl Fialk = LI']EEET.';inin : laki-laki/ perempuan
- Umur : tidak ada persyaratan khusus
= Tinggi : tidak ada persyaratan khusus
badan | Heak ana persyars
= Berat badan | : tidak ada persyaratan khusus
= EEEE:: : tidak ada persyaratan khusus
= Penampilan | : bersih dan rapi
7. | Fungsi a Hubungan |: D3 | Menyusun data
Pekerjaan dengan data
Hubungan : O8 | Menerima Instruksi
b | dengan
orang
Hubungan |: B4 |Bekerja dengan
c dengan tangan fperkakas tangan
Benda
16. PRESTASI KERJA YANG DIHARAPKAN : Baik
17. KELAS JABATAN :8
INFORMASI JABATAN
1.| NAMA JABATAN Pengantar Kerja ahli muda
2.| KODE JABATAN
3.| UNIT KERJA
a. JPT Utama Kementerian Ketenagakerjaan
b. JPT Madvya Ditjen Binapenta dan PKK
c. JPT Pratama Direktorat Bina P2PMI
d. Administrator =
e. Pengawas =
f. Pelaksana L |-
g. Jabatan Fungsional N E
4. | IKHTISAR JABATAN : | Melaksanakan kegiatan antar kerja

dengan menganalisis kebutuhan untuk
menghasilkan rencana dan
melaksanakan pelayanan antar kerja
yang optimal melalui penempatan
tenaga kerja, perluasan kesempatan
kerja, pengendalian penggunaan Tenaga
Kerja Asing (TKA), pembinaan lembaga
dan SDM penempatan, serta melakukan
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
antar kerja sesuai dengan rencana kerja
yang telah ditetapkan
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5. | KUALIFIKASI JABATAN

a. Pendidikan Formal : | 81/DIV ManajemenPsikologi /Hulkum/
Ekonomi/Sosial-Politik f Administrasi/
bidang pendidikan lain yang relevan
dengan tugas jabatan yang ditetapkan
oleh Instansi Pembina untuk jabatan
fungsional Pengantar Kerja ahli muda

b. Pendidikan dan Pelatihan (: |Pelatihan Pengantar Kerja jenjang ahli
muda
. Pengalaman Kerja | Memiliki pengalaman dalam

pelaksanaan tugas di bidang Antar Kerja
paling singkat 2 ([dua) tahun bagi
pengangkatan dalam jabatan fungsional
Pengantar Kerja melalui perpindahan
dari jabatan lain
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7. HASIL KERJA
NO HASIL KERJA SATUAN
1 2 3
1. Laporan identifikasi sumber daya pelayanan Antar Laporan
Kerja
2. Laporan layanan Analisis Jabatan lanjutan Laporan
3. Laporan informasi pasar kerja Laporan
4. Laporan penyuluhan jabatan kepada tenaga kerja Laporan
ter-PHK fdizabilitas /lansia forang tua
siswa /kelompok masyarakat
3. Dokumen struktur biaya penempatan Pekerja Dokumen
Migran Indonesia
6. Laporan evaluasi substansi perjanjian Laporan
kerjasama/kemitraan pelayanan antar kerja
7. Laporan sosialisasi program/kegiatan pelayanan Laporan
Antar Kerja pemberi kerja atau lembaga
penempatan tenaga kerja atau P3MI
8. Laporan pelayanan pemberian informasi Laporan
penempatan tenaga kerja kepada pemberi kerja
9. Laporan pelayanan pemenuhan penempatan Laporan
kepada pemberi kerja
10. |Laporan bimbingan jabatan kepada kepada tenaga Laporan
kerja pernah bekerja atau ter-PHK atau disabilitas
atau lansia atan alih profesi atau karyawan
perusahaan
11. |Laporan rekrutmen calon tenaga kerja untuk Laporan
penempatan
12. | Laporan seleksi administratif pencari kerja untuk Laporan
penempatan
13. |Laporan pembekalan kepada tenaga kerja untuk Laporan
penempatan tenaga kerja
14. | Laporan dokumen perjanjian Laporan
penempatan / perjanjian kerja
15. |Laporan penyediaan dokumen pemberangkatan Laporan
tenaga kerja
16. |Laporan pendampingan pemberangkatan tenaga Laporan
kerja
17. |Laporan pemantauan penempatan tenaga kerja Laporan
18. | Laporan pendampingan peserta kegiatan perluasan Laporan
kesempatan kerja
19. | Laporan penyelesaian masalah selama penempatan Laporan
tenaga kerja dalam/luar negeri
20. |Laporan pendampingan pemulangan tenaga kerja Laporan
21. |Laporan  penilaian  kelayakan  permohonan Laporan
pengesahan RPTKA untuk 1 sampai dengan 10
orang TKA secara daring
22. |Laporan validasi dan analisis Permochonan Laporan
Pengesahan /Pencabutan | Perubahan RPTKA
23. |Laporan analisis hasil pemantauan penggunaan Laporan
TKA
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tes psikologi

NO HASIL KERJA SATUAN
24, |Laporan analisis pelaksanaan alih teknologi dan Laporan
alih keahlian kepada tenaga kerja pendamping
25. |Laporan analisis kelayakan permohonan perizinan Laporan
berusaha lembaga penempatan tenaga kerja
melalui uji kesahihan [ekspose)
26. | Dokumen verifikasi berkas kelayakan permohonan Dokumen
perizinan berusaha atau pencabutan izin lembaga
penempatan tenaga kerja atau P3MI
27. |Laporan rekomendasi sertifikat standar atas Laporan
permohonan perizinan berusaha atau pencabutan
izin lembaga penempatan tenaga kerja atau P3MI
28. | Dokumen konsep penolakan /permintaan Dokumen
kelengkapan perizinan berusaha  lembaga
penempatan tenaga kerja atau P3MI
29. |Laporan pemantauan  operasional lembaga Laporan
penempatan/ Pameran Kesempatan Kerja |Job Fain
30. |Laporan pelayanan Antar Kerja Laporan
31. |Laporan evaluasi kerja sama/kemitraan pelayanan Laporan
Antar Kerja
8. BAHAN KERJA
NO BAHAN KERJA PENGGUNAAN UNTUK TUGAS
1 2 3
1. |Informasi SDA, SDM dan | Pengidentifikasian sumber daya
kegiatan antar kerja yang | pelayanan Antar Kerja
telah dilakukan
2. | Informasi jabatan Pelaksanaan layanan Analisis Jabatan
lanjutan
3. | Informasi pasar kerja Pelaksanaan analisis informasi pasar
kerja
4. | Materi penyuluhan, | Penyuluhan jabatan kepada tenaga
pamflet (liflet jabatan, | kerja ter-PHK/disabilitas /lansia/orang
infografis tua siswa / kelompok masyvarakat
5. | Data jabatan Pekerja Migran | Penyusunan struktur biaya
Indonesia, negara penempatan | penempatan Pekerja Migran Indonesia
a. Perjanjian Kerja sama, | Pengevaluasian substansi perjanjian
rumusan hasil pertemuan | kerjasama/kemitraan pelayanan antar
bilateral / multirateral /regional | kerja
7. | Bahan sosialisasi Pelaksanaan  sosialisasi  program/
kegiatan pelayanan Antar Kerja pemberi
kerja atau lembaga penempatan tenaga
kerja atau P3MI
8. |NSPK penempatan tenaga | Pelayanan pemberian informasi
kerja, data IPK penempatan  tenaga kerja kepada
pemberi kerja
9. | Informasi pencari kerja Pelayanan pemenuhan penempatan
kepada pemberi kerja
10. | Informasi jabatan, instrumen | Pelaksanaan bimbingan jabatan kepada

kepada tenaga kerja pemah bekerja
atau ter-PHEK atau disabilitas atau
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lansia atau alih profesi atau karyawan
perusahaan

11. | Informasi  pencari kerja, | Pelaksanaan rekrmitmen calon tenaga

informasi perusahaan dan | kerja untuk penempatan
lowongan

12. | Instrumen seleksi Pelaksanaan  seleksi  administratif
pencari kerja untuk penempatan

13. | Materi pembekalan Pelaksanaan  pembekalan kepada
tenaga kerja untuk penempatan tenaga
kerja

14. | Perjanjian Pelaksanaan analisis dokumen

penempatan / perjanjian kerja | perjanjian penempatan { perjanjian kerja

15. | Dokumen  pemberangkatan | Pelaksanaan analisis penyediaan

tenaga kerja dokumen pemberangkatan tenaga kerja

16. | Informasi tenaga kerja, lokasi | Pendampingan pemberangkatan tenaga

pemberangakatan, lokasi | kerja
penempatan
17. | Perjanjian kerja, instrumen | Pemantauan penempatan tenaga kerja

observasi kinerja

18. | Informasi peserta dan jenis | Pendampingan peserta kegiatan
kegiatan perluasan | perluasan kesempatan kerja
kesempatan kerja, instrumen
pendampingan

19. | Informasi masalah tenaga | Penyelesaian masalah selama
kerja, kontak mitra (lembaga | penempatan tenaga kerja dalam/luar
penempatan, kepolisian, | negeri
keluarga, otoritas bandara,
imigrasi, asuransi, lembaga
kesehatan, aparat daerah,
lembaga peradilan, bea cukai,
lembaga  karantina, dan
instansi perhubungan)

20. | Informasi tenaga kerja, lokasi | Pendampingan pemulangan tenaga
penempatan, lokasi daerah | kerja
asal

21. | Dokumen RPTKA Penilaian kelayakan permohonan

pengesahan RPTKA untuk 1 sampai
dengan 10 orang TKA secara daring

22. | Dokumen RPTKA Pelaksanaan wvalidasi dan analisis

Permohonan Pengesahanf
Pencabutan /Perubahan RPTKA

23. | Data TKA, data Pendamping | Pelaksanaan analisis hasil pemantauan
TKA penggunaan TKA

24, | Data TKA, data Pendamping | Pelaksanaan analisis pelaksanaan alih
TKA teknologi dan alih keahlian kepada

tenaga kerja pendamping

25. | Data usulan fdokumen/ | Pelaksanaan analisis kelayakan
berkas dari lembaga | permohonan perizinan berusaha
penempatan, formulir | lembaga penempatan tenaga kerja
checklist permohonan izin melalui uji kesahihan |ekspose)

26. | Data usulan fdokumen/ | Pelaksanaan verifikasi berkas
berkas dari lembaga | kelayakan permohonan perizinan
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penempatan,
checklist permohonan izin

formulir

berusaha atau pencabutan izin lembaga
penempatan tenaga kerja atau P3MI

Checklist
yang telah diisi

permohonan  izin

Penyusunan rekomendasi sertifikat
standar atas permochonan perizinan
berusaha atau pencabutan izin lembaga
penempatan tenaga kerja atau P3MI

Checklist
yang telah diisi

permohonan  izin

Penyusunan konsep penolakan /
permintaan  kelengkapan  perizinan
berusaha lembaga penempatan tenaga
kerja atau P3MI

Instrumen pemantauan

Pemantauan  operasional lembaga
penempatan { Pameran Kesempatan
Kerja |Job Fair

30.

Instrumen pemantauan

Pemantauan pelavanan Antar Kerja

3l.

Instrumen evaluasi

Pengevaluasian kerja sama /kemitraan
pelayanan Antar Kerja

9.

PERANGEKAT KERJA

NO

PERANGKAT KER.JA

PENGGUNAAN UNTUK TUGAS

1

2

3

1.

Standar
Prosedur
atau
lainnya
tugas

Operasional
(S0P), juknis,
pedoman kerja

terkait wuraian

Mengidentifikasi sumber daya pelayanan
Antar Kerja

Standar
Prosedur
atau
lainnya
tugas

Operasional
(S0P), juknis,
pedoman kerja

terkait wuraian

Melakukan Analisis Jabatan

lanjutan

layanan

Standar
Prosedur
atau
lainnya
tugas

Operasional
(SOP), juknis,
pedoman kerja

terkait wuraian

Menganalisis informasi pasar kerja

Standar
Prosedur
atau
lainnya
tugas

Operasional
(SOP), juknis,
pedoman kerja

terkait uraian

Melakukan penyuluhan jabatan kepada
tenaga kerja ter-PHEK /disabilitas /
lansia/orang siswa/kelompok
masyarakat

tna

Peraturan yang mengatur
mengenai penempatan
pelindungan Pekerja
Migran Indonesia, Standar
Operasional Prosedur
(S0OF), juknis, atau
pedoman kerja lainnya
terkait uraian tugas

Menyusun struktur biaya
Pekerja Migran Indonesia

penempatan

Standar Operasional
Prosedur (SOP), juknis,
atau pedoman kerja

Mengevaluasi substansi
kerjasama /kemitraan
kerja

perjanjian
pelayanan  antar
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lainnya terkait wraian
tugas

7. | Standar Operasional | Mensosialisasikan program [kegiatan
Prosedur (30P), juknis, | pelayanan Antar Kerja pemberi kerja atau
atau pedoman kerja | lembaga penempatan tenaga kerja atau
lainnya terkait wraian | PAMI
tugas

8. | Standar Operasional | Melakukan pelayanan pemberian informasi
Prosedur (30P), juknis, | penempatan tenaga kerja kepada pemberi
atau pedoman kerja | kerja
lainnya terkait wuraian
tugas

9. | Standar Operasional | Melakukan pelayanan pemenuhan
Prosedur (SOP), juknis, | penempatan kepada pemberi kerja
atau pedoman kerja
lainnya terkait wuraian
tugas

10. | Peraturan yang mengatur | Melakukan bimbingan jabatan kepada
mengenai kepada tenaga kerja pernah bekerja atau
penyelenggaraan jaminan | ter-PHK atau disabilitas atau lansia atau
kehilangan pekerjaan dan | alih profesi atau karyawan perusahaan
disabilitas, Standar
Operasional Prosedur
(SOF), juknis, atanu
pedoman kerja lainnya
terkait uraian tugas

11. | Standar Operasional | Melakukan rekrutmen calon tenaga kerja
Prosedur (SOP), juknis, |untuk penempatan
atau pedoman kerja
lainnya terkait wuraian
tugas

12. | Standar Operasional | Melakukan seleksi administratif pencari
Prosedur (S0P), juknis, | kerja untuk penempatan
atau pedoman kerja
lainnya terkait wraian
tugas

13. | Standar Operasional | Melakukan pembekalan kepada tenaga
Prosedur (30P), juknis, | kerja untuk penempatan tenaga kerja
atau pedoman kerja
lainnya terkait wuraian
tugas

14. | Standar Operasional | Menganalisis dokumen perjanjian
Prosedur (SOP), juknis, | penempatan/perjanjian kerja
atau pedoman kerja
lainnya terkait wuraian
tugas

15. | Standar Operasional | Menganalisis penyediaan dokumen
Prosedur (SOP), juknis, | pemberangkatan tenaga kerja
atau pedoman kerja
lainnya terkait wuraian
tugas
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16. | Standar Operasional | Melakukan pendampingan pemberangkatan
Prosedur (SOP), juknis, |tenaga kerja
atau pedoman kerja
lainnya terkait wuraian
tugas

17. | Standar Operasional | Melakukan  pemantauan — penempatan
Prosedur (S0P), juknis, |tenaga kerja
atau pedoman kerja
lainnya terkait wraian
tugas

18. | Standar Operasional | Mendampingi peserta kegiatan perluasan
Prosedur (30P), juknis, | kezempatan kerja
atau pedoman kerja
lainnya terkait wuraian
tugas

19. | Standar Operasional | Melakukan penyelesaian masalah selama
Prosedur (30P), juknis, | penempatan tenaga kerja dalam/luar negeri
atau pedoman kerja
lainnya terkait wuraian
tugas

20. | Standar Operasional | Melakukan pendampingan pemulangan
Prosedur (SOP), juknis, |tenaga kerja
atau pedoman kerja
lainnya terkait wuraian
tugas

21. | Peraturan yang mengatur | Melakukan penilaian kelayakan
mengenai penggunaan | permohonan pengesahan RPTKA untuk 1
TKA, Standar Operasional | sampai dengan 10 orang TKA secara daring
Prosedur (30P), juknis,
atau pedoman kerja
lainnya terkait wraian
tugas

22, | Standar Operasional | Melakukan validasi dan analizis
Prosedur (30P), juknis, | Permohonan Pengesahan [ Pencabutan
atau pedoman kerja | Perubahan RPTKA
lainnya terkait wuraian
tugas

23. | Standar Operasional | Menganalisis hasil pemantauan
Prosedur (SOP), juknis, | penggunaan TKA
atau pedoman kerja
lainnya terkait wuraian
tugas

24. | Standar Operasional | Menganalisis pelaksanaan alih teknologi
Prosedur (SOP), juknis, |dan alih keahlian kepada tenaga kerja
atau pedoman kerja | pendamping
lainnya terkait wuraian
tugas

25. | Peraturan yang mengatur | Menganalisis  kelayakan permohonan
mengenai perizinan | perizinan berusaha lembaga penempatan
Lembaga Penempatan, | tenaga kerja melalui uji kezahihan (ekspose]
Standar Operasional
Prosedur (SOP), juknis,
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atau pedoman kerja
lainnya terkait wraian
tugas

26. | Standar Operasional | Memverifikasi berkas kelayakan
Prosedur (SOP), juknis, | permchonan perizinan berusaha atau
atau pedoman kerja | pencabutan  izin lembaga penempatan
lainnya terkait wuraian |tenaga kerja atau P3MI
tugas

27. | Standar Operasional | Menyusun rekomendasi sertifikat standar
Prosedur (SOP), juknis, |atas permohonan perizinan berusaha atau
atan pedoman kerja | pencabutan  izin lembaga penempatan
lainnya terkait wuraian |tenaga kerja atau P3MI
tugas

28. | Standar Operasional | Menyusun konsep penolakan/permintaan
Prosedur (SOP), juknis, | kelengkapan perizinan berusaha lembaga
atau pedoman kerja | penempatan tenaga kerja atau P3MI
lainnya terkait wuraian
tugas

29. | Standar Operasional | Melakukan pemantauan operasional
Prosedur (30P), juknis, |lembaga penempatan f Pameran
atau pedoman kerja | Kesempatan Kerja (Job Fair)
lainnya  terkait wraian
tugas

30. | Standar Operasional | Memantau pelayanan Antar Kerja
Prosedur (30P), juknis,
atau pedoman kerja
lainnya terkait wraian
tugas

31. | Standar Operasional | Mengevaluasi kerjasama / kemitraan
Prosedur (S0P), juknis, | pelayanan Antar Kerja
atau pedoman kerja
lainnya terkait wraian
tugas

10. TANGGUNG JAWAB

a.

B0

Ketepatan dalam pengidentifikasian sumber daya pelayanan Antar

Kerja.

Ketepatan dalam pelaksanaan layanan Analisis Jabatan lanjutan.
Ketepatan dalam pelaksanaan analisis informasi pasar kerja.

Ketepatan dalam penyuluhan jabatan kepada tenaga kerja ter-
PHK /dizabilitas /lansia/orang tua siswa/kelompok masyarakat.
Ketepatan dalam penyusunan struktur biaya penempatan Pekerja
Migran Indonesia.

Ketepatan dalam pengevaluasian substansi perjanjian
kerjasama/kemitraan pelayanan antar kerja.
Ketepatan dalam  pelaksanaan sosialisasi  program/kegiatan

pelayanan Antar Kerja pemberi kerja atau lembaga penempatan
tenaga kerja atau P3MIL

Ketepatan dalam pelayanan pemberian informasi penempatan tenaga
kerja kepada pemberi kerja.

Ketepatan dalam pelayanan pemenuhan penempatan kepada pemberi
kerja.
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j- HKetepatan dalam pelaksanaan bimbingan jabatan kepada kepada
tenaga kerja pernah bekerja atau ter-PHK atau disabilitas atau lansia
atau alih profesi atau karyawan perusahaan.

k. Ketepatan dalam pelaksanaan rekrutmen calon tenaga kerja untuk
penempatan.

l.  Ketepatan dalam pelaksanaan seleksi administratif pencari kerja
untuk penempatan.

m. Ketepatan dalam pelaksanaan pembekalan kepada tenaga kerja untuk
penempatan tenaga kerja.

n. Ketepatan dalam pelaksanaan analisis dokumen perjanjian
penempatan { perjanjian kerja.

0. Ketepatan dalam pelaksanaan analisis penyediaan dokumen

pemberangkatan tenaga kerja.

Ketepatan dalam pendampingan pemberangkatan tenaga kerja.

Ketepatan dalam pemantauan penempatan tenaga kerja.

Ketepatan dalam pendampingan peserta kegiatan perluasan

kesempatan kerja.

s. Ketepatan dalam penyelesaian masalah selama penempatan tenaga

kerja dalamluar negeri.

Ketepatan dalam pendampingan pemulangan tenaga kerja.

u. Ketepatan dalam penilaian kelayakan permohonan pengesahan
RPTKA untuk 1 sampai dengan 10 orang TKA secara daring.

v. Ketepatan dalam validasi dan analisis Permohonan
Pengesahan / Pencabutan /Perubahan RPTKA.

w. Ketepatan dalam analisis hasil pemantauan penggunaan TKA.

x. Ketepatan dalam analisis pelaksanaan alih teknologi dan alih keahlian
kepada tenaga kerja pendamping.

y. Ketepatan dalam analisis kelayakan permohonan perizinan berusaha
lembaga penempatan tenaga kerja melalui uji kesahihan |ekspose).

z. HKetepatan dalam verifikasi berkas kelayakan permohonan perizinan
berusaha atau pencabutan izin lembaga penempatan tenaga kerja
atau P3MI.

aa. Ketepatan dalam penyusunan rekomendasi sertifikat standar atas
permohonan perizinan berusaha atau pencabutan izin lembaga
penempatan tenaga kerja atau P3MI.

bb. Ketepatan dalam penyusunan konsep penolakan/permintaan
kelengkapan perizinan berusaha lembaga penempatan tenaga kerja
atau P3MI.

cc. Ketepatan dalam pemantauan operasional lembaga
penempatan /Pameran Kesempatan Kerja (Job Fain

dd. Ketepatan dalam pemantauan pelayanan Antar Kerja.

ee. HKetepatan dalam pengevaluasian kerjasama/kemitraan pelayanan
Antar Kerja.

nom

-

11. WEWENANG
a. Menentukan metode dalam pengidentifikasian sumber daya
pelayanan Antar Kerja.
b. Menentukan metode dalam pelaksanaan layanan Analisis Jabatan
lanjutan.

¢.  Menentukan metode dalam pelaksanaan analisis informasi pasar
kerja.

d. Menentukan metode dalam penyuluhan jabatan kepada tenaga kerja
ter-PHK /disabilitas /lansia f orang tua siswa /kelompok masyarakat
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Menentukan metode dalam penyusunan struktur biaya penempatan
Pekerja Migran Indonesia.

Menentukan metode dalam pengevaluasian substansi perjanjian
kerjasama/kemitraan pelayanan antar kerja.

Menentukan metode dalam pelaksanaan sosialisasi program/ kegiatan
pelayanan Antar Kerja pemberi kerja atau lembaga penempatan
tenaga kerja atau P3MI

Menentukan metode dalam pelayanan pemberian informasi
penempatan tenaga kerja kepada pemberi kerja.

Menentukan metode dalam pelayanan pemenuhan penempatan
kepada pemberi kerja.

Menentukan metode dalam pelaksanaan bimbingan jabatan kepada
kepada tenaga kerja pemah bekerja atau ter-PHK atau disabilitas atau
lansia atau alih profesi atau karyawan perusahaan.

Menentukan metode dalam pelaksanaan rekrutmen calon tenaga kerja
untuk penempatan.

Menentukan metode dalam pelaksanaan seleksi administratif pencari
kerja untuk penempatan.

Menentukan metode dalam pelaksanaan pembekalan kepada tenaga
kerja untuk penempatan tenaga kerja.

Menentukan metode dalam pelaksanaan analisis dokumen perjanjian
penempatan / perjanjian kerja.

Menentukan metode dalam pelaksanaan analisis penyediaan
dokumen pemberangkatan tenaga kerja.

Menentukan metode dalam pendampingan pemberangkatan tenaga
kerja.

Menentukan metode dalam pemantauan penempatan tenaga kerja.
Menentukan metode dalam pendampingan peserta kegiatan perluasan
kesempatan kerja.

Menentukan metode dalam penyelesaian masalah selama penempatan
tenaga kerja dalam/Iuar negeri.

Menentukan metode dalam pendampingan pemulangan tenaga kerja
Menentukan metode dalam penilaian kelayakan permohonan
pengesahan RPTKA untuk 1 sampai dengan 10 orang TKA secara
daring.

Menentukan metode dalam pelaksanaan wvalidasi dan analisis
Permohonan Pengesahan /Pencabutan/Perubahan RPTKA.
Menentukan metode dalam pelaksanaan analisis hasil pemantauan
penggunaan TKA.

Menentukan metode dalam pelaksanaan analisis pelaksanaan alih
teknologi dan alih keahlian kepada tenaga kerja pendamping.
Menentukan metode dalam pelaksanaan analisis kelayakan
permohonan perizinan berusaha lembaga penempatan tenaga kerja
melalui uji kesahihan (ekspose).

Menentukan metode dalam pelaksanaan verifikasi berkas kelayakan
permohonan perizinan berusaha atau pencabutan izin lembaga
penempatan tenaga kerja atau P3MIL.

Menentukan metode dalam penyusunan rekomendasi sertifikat
standar atas permohonan perizinan berusaha atau pencabutan izin
lembaga penempatan tenaga kerja atau P3MI.

Menentukan metode dalam penyusunan konsep
penolakan/permintaan kelengkapan perizinan berusaha lembaga
penempatan tenaga kerja atau P3MI.

Menentukan metode dalam pemantauan operasional lembaga
penempatan { Pameran Kesempatan Kerja (Job Fair.
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dd. Menentukan metode dalam pemantauan pelayanan Antar Kerja.
ee. Menentukan metode dalam pengevaluasian kerjasama/kemitraan

pelayanan Antar Kerja.

12. KORELASI JABATAN

NO JABATAN UNIT KERJA/ INSTANSI DALAM HAL
1 2 3 4
1. | Direktur Bina P2FPMI Direktorat Bina P2PMIJ | Konsultasi
Kementerian Pelaksanaan Tugas
Ketenagakerjaan dan Laporan
2. | Pejabat Fungsional ahli | Direktorat Bina P2PMIJ | Koordinasi
utama Kementerian Pelaksanaan Tugas
Ketenagakerjiaan
3. |Pejabat Fungsional ahli | Direktorat Bina P2PMI/ | Koordinasi
madya Kementerian Pelaksanaan Tugas
Ketenagakerjaan
4. | Pejabat Fungsional ahli | Direktorat Bina P2PMI/ | Koordinasi
muda Kementerian Pelaksanaan Tugas
Ketenagakerjaan
5. |Pejabat Fungsional ahli | Direktorat Bina P2PMIJ | Koordinasi
pertama Kementerian Pelaksanaan Tugas
Ketenagakerjiaan
13. KONDISI LINGKUNGAN KER.JA
NO ASPEK FAKTOR
1 2 3
1. | Tempat kerja Dalam dan luar ruangan
2. | Suhu Dingin
3. |Udara Sejuk
4. | Keadaan Ruangan Memadai
3. |Letak Rendah
f. Penerangan Cukup
7. | Suara Tenang/tidak bising
8. Keadaan tempat kerja Bersih
9. | Getaran Tidak ada
14. RISIKO BAHAYA
NO FISIK /MENTAL PENYEBAB
1 2 3

1. Low back pain

Terlalu lama duduk

2. | Gangguan penglihatan

Paparan radiasi cahaya dari peralatan kerja

3. Stres

Tekanan target pekerjaan dan hubungan yang
tidak sehat dengan rekan kerja

15. SYARAT JABATAN

1. | Keterampilan Berbicara di depan umum, membimbing, menganalisis,
kerja mendengarkan
2. | Bakat Kerja G | Intelegensia
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W

Bakat Verbal

Bakat Numerik

Bakat Ketelitian

Temperamen
Kerja

Kemampuan menyesuaikan diri dalam berhubungan
dengan crang lain lebih dari hanya penerimaan dan
pembuatan instruksi.

Kemampuan menyesuaikan diri dalam kegiatan-
kegiatan yang berulang, atau secara terus menerus
melakukan kegiatan yang sama, sesuai dengan
perangkat prosedur, urutan atau kecepatan yang
tertentu.

Minat Kerja

1.b

Filihan melakukan kegiatan yang berhubungan
dengan komunikasi data.

2.a

Filihan melakukan kegiatan yang berhubungan
dengan crang dalam niaga.

3.a

Filihan melakukan kegiatan-kegiatan rutin, konkrit
dan teratur.

Upaya Fisik

Duduk, berbicara, bekerja dengan jari, dan mendengarkan

Kondisi Fisik

Jenis

Kelamin : laki-laki/ perempuan

Umur : tidak ada persyaratan khusus

Tinggi badan | : tidak ada persyaratan khusus

Berat badan | : tidak ada persyaratan khusus

Fostur badan | : tidak ada persyaratan khusus

Penampilan : bersih dan rapi

Fungsi a Hubungan : D3 | Menyusun data
Pekerjaan " | dengan data
b Hubungan : 08 | Menerima Instruksi
dengan orang
Hubungan : B4 | Bekerja dengan
c | dengan tangan fperkakas tangan
Benda

16. PRESTASI KERJA YANG DIHARAPKAN : Baik
17. KELAS JABATAN :10
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INFORMASI JABATAN

il

NAMA JABATAN : | Pengantar Kerja ahli madya
2. | KODE JABATAN !
3. | UNIT KER.JA

a. JPT Utama . | Kementerian Ketenagakerjaan
b. JPT Madya : | Ditjen Binapenta dan PKK
c. JPT Pratama : | Direktorat Bina P2PMI
d. Administrator : |-
e. Pengawas s -
f. Pelaksana : |-
g. Jabatan Fungsional e
4. | IKHTISAR JABATAN : | Melaksanakan kegiatan antar kerja

dengan memproyeksi data serta
informasi yang diperoleh untuk
menghasilkan pedoman pelaksanaan
dan pengembangan kegiatan antar kerja
yang optimal, melakukan penempatan
tenaga kerja dan perluazan kesempatan
kerja berskala makro, melakukan
pengendalian penggunaan Tenaga Kerja
Asing (TKA) untuk jabatan yang berlevel
tinggi, melakukan pengembangan
lembaga dan SDM penempatan, serta
melakukan evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan antar kerja sebagai bahan
pertimbangan dalam pengembangan
pelayanan antar kerja mendatang

5. | KUALIFIKASI JABATAN
a. Pendidikan Formal : | 81 /DIV Manajemen [ Psikologi {Hulum [
Ekonomi/Sosial-Politik / Administrasi/

bidang pendidikan lain yang relevan
dengan tugas jabatan yang ditetapkan
oleh Instansi Pembina untuk jabatan
fungsional Pengantar Kerja ahli madya

b. Pendidikan dan Pelatihan |: [Pelatihan Pengantar Kerja jenjang ahli
madva
c. Pengalaman Kerja | Memiliki pengalaman dalam

pelaksanaan tugas dibidang Antar Kerja
paling singkat 2 (dua) tahun bagi
Pengangkatan dalam jabatan fungsional
Pengantar Kerja melalui perpindahan
dari jabatan lain
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7. HASIL KERJA
NO HASIL KERJA SATUAN
1 2 3
1. Laporan analisis kebutuhan antar kerja Laporan
2. Dokumen bahan teknis program kegiatan antar Dokumen
kerja
3. Dokumen standar antar kerja Dokumen
4. Dokumen bahan teknis antar kerja bagi pencari Dokumen
kerja
5. Laporan layanan Analisis Jabatan advance (mahir) Laporan
6. Dokumen media layanan antar kerja Dokumen
7. Laporan penyuluhan jabatan kepada Petugas Antar Laporan
Kerja di Lembaga penempatan pelatihan
8. Laporan pendampingan kepada Petugas Antar Laporan
Kerja/Pemandu / Petugas Teknis dalam
perantaraan kerja/informasi pasar kerja
9. Dokumen rencana rekrutmen penempatan tenaga Dokumen
kerja
10. | Dokumen rencana seleksi penempatan tenaga kerja Dokumen
11. | Dokumen standar/kriteria penilaian penghargaan Dokumen
12. | Dokumen bahan modalitas kerjasama/kemitraan Dokumen
untuk pelayanan Antar Kerja
13. |Laporan sosialisasi program,/ kegiatan pelayanan Laporan
Antar Kerja pada Kementerian atau Lembaga
14, | Laporan seleksi psikotes atau wawancara kepada Laporan
pencari kerja untuk penempatan
15. |Laporan pemberian informasi sebagai saksi dalam Laporan
rangka penyelesaian permasalahan Antar Kerja
16. |Laporan  penilaian kelayakan  permohonan Laporan
Pengesahan RPTKA untuk 1 sampai dengan 49
orang TKA secara daring
17. |Laporan evaluasi Permohonan  Pengesahan Laporan
RPTKA/Pencabutan Pengesahan
RPTKA/perubahan Pengesahan RPTKA
18, | Laporan analisis hasil survei kepuasan masyarakat Laporan
terhadap penggunaan  TKA/penilaian zona
integritas fpenilaian IS0 zona pelayanan
19. | Laporan evaluasi pelayvanan Antar Kerja Laporan
20. | Dokumen profil penempatan tenaga kerja Dokumen
21. |Dokumen masukan teknis untuk pengkajian/ Dokumen
penyusunan kebijakan, peraturan perundang-
undangan pelayanan Antar Kerja
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8. BAHAN KERJA
NO BAHAN KERJA PENGGUNAAN UNTUK TUGAS
1 2 3
1. |Informasi sektor lapangan |Pelaksanaan analisis kebutuhan
usaha, SDA, SDM, IPK, |pelayanan Antar Kerja
kebijakan ketenagakerjaan
2. | Informasilayanan antar kerja, | Penyusunan bahan teknis rencana
laporan pelaksanaan tahun | pelaksanaan kegiatan pelayanan Antar
sebelumnya Kerja
3. | NSPK, bispro Penyusunan standar pelayanan Antar
Kerja
4. | Informasi kompetensi yang |Penyusunan bahan teknis pembekalan
harus dimiliki oleh peserta | Antar Kerja bagi pencari kerja
pembelkalan
5. |Informasi jabatan, tujuan |Pelaksanaan layanan Analisis Jabatan
pelaksanan anjab advance (mahir)
6. | Kerangka acuan kegiatan Penyusunan media layanan Antar Kerja
7. | Materi penyuluhan, | Penyuluhan jabatan kepada Petugas
pamflet [liflet jabatan, | Antar Kerja di lembaga
infografis penempatan /pelatihan
8. |Informasi petugas yang akan | Pendampingan kepada petugas Antar
didampingi, instrument | Kerja/ pemandu/petugas teknis dalam
pendampingan perantaraan kerja/informasi pasar kerja
9. |Informasi perusahaan dan | Penyusunan rencana rekrutmen
lowongan, informasi pencari | penempatan tenaga kerja
kerja
10. |Informasi perusahaan dan |Penyusunan rencana seleksi
lowongan, informasi pencari | penempatan tenaga kerja
kerja, informasi metode
seleksi
11. |Instrument penilaian | Perumusan standar/kriteria penilaian
penghargaan penghargaan
12. | Informasi ketersediaan dan | Penyusunan bahan modalitas
kebutuhan tenaga  kerja, | kerjasama/kemitraan untuk pelayanan
peraturan ketenagakerjaan | Antar Kerja
internasional
13. | Materi sosialisasi Pelaksanaan sosialiasi program |
kegiatan pelayanan Antar Kerja pada
Kementerian atau Lembaga
14. | Instrumen seleksi Pelaksanaan seleksi psikotes atau
wawancara kepada pencari kerja untuk
penempatan
15. | Dokumen/informasi  terkait | Pemberian informasi sebagai saksi
permasalahan dalam rangka penyelesaian
permasalahan Antar Kerja
16. | Dokumen RPTKA Penilaian kelayakan permohonan
Pengesahan RPTKA untuk 1 sampai
dengan 49 orang TKA secara daring
17. | Dokumen RPTEA Pelaksanaan  evaluasi Permohonan
Pengesahan RPTEA/Pencabutan
Pengesahan RPTKA/perubahan

Pengesahan RPTKA
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NO BAHAN KERJA PENGGUNAAN UNTUK TUGAS
158. | Instrumen survei Pelaksanaan analisis hasil survei
kepuasan masyarakat terhadap
penggunaan TKA [ penilaian zZona
integritas,/penilaian IS0 zona pelayvanan
19. | Instrumen evaluasi Pengevaluasian pelayanan Antar Kerja
20. | Informasi Pasar Kerja Penyusunan profil penempatan tenaga
kerja
21 NSPK Ketenagakerjaan, | Perumusan masukan teknis untuk
informasi dinamika | pengkajian { penyusunan kebijakan,
ketenagakerjaan peraturan perundang-undangan
pelayanan Antar Kerja
9. PERANGKAT KERJA
NO PERANGKAT KERJA PENGGUNAAN UNTUK TUGAS
1 2 3
1. [ Standar Operasional | Menganalisis kebutuhan pelayanan Antar
Prosedur (SOP), juknis, | Kerja
atau pedoman kerja
lainnya  terkait uraian
tugas
2. | Standar Operasional | Menyusun bahan teknis rencana
Prosedur (SOP), juknis, | pelaksanaan kegiatan pelayanan Antar
atau pedoman kerja | Kerja
lainnya  terkait uraian
tugas
3. | Standar Operasional | Menyusun standar pelayanan Antar Kerja
Prosedur (SOP), juknis,
atau pedoman kerja
lainnya  terkait uraian
tugas
4. | Standar Operasional | Menyusun bahan teknis pembekalan Antar
Prosedur (SO0P), juknis, | Kerja bagi pencari kerja
atau pedoman kerja
lainnya terkait wraian
tugas
5. | Standar Operasional | Melakukan layanan Analisis Jabatan
Prosedur (S0P), juknis, | advance (mahir)
atau pedoman kerja
lainnya  terkait wraian
tugas
6. | Standar Operasional | Menyusun media layanan Antar Kerja
Prosedur (SOP), juknis,
atau pedoman kerja
lainnya terkait uraian
tugas
7. | Standar Operasional | Melakukan penyuluhan jabatan kepada
Prosedur (SOP), juknis, | Petugas Antar Kerja di lembaga
atau pedoman kerja | penempatan | pelatihan
lainnya  terkait uraian
tugas
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NO PERANGKAT KER.JA PENGGUNAAN UNTUK TUGAS

8. | Standar Operasional | Melakukan Pendampingan kepada petugas
Prosedur (SOP), juknis, | Antar Kerja/pemandu/petugas  teknis
atau pedoman kerja | dalam perantaraan kerjafinformasi pasar
lainnya  terkait uraian | kerja
tugas

9. | Standar Operasional | Menyusun rencana rekrutmen penempatan
Prosedur (SOP), juknis, | tenaga kerja
atau pedoman kerja
lainnya terkait wraian
tugas

10. | Standar Operasional | Menyusun rencana seleksi penempatan
Prosedur (SOP), juknis, |tenaga kerja
atau pedoman kerja
lainnya  terkait wraian
tugas

11. | Peraturan yang mengatur | Merumuskan standar/kriteria penilaian
mengenai pemberian | penghargaan
penghargaan, Standar
Operasional Prosedur
(SOF), juknis, atau
pedoman kerja lainnya
terkait uraian tugas

12. | Standar Operasional | Menyusun bahan modalitas kerjasama/
Prosedur (SOP), juknis, | kemitraan untuk pelayanan Antar Kerja
atau pedoman kerja
lainnya  terkait wraian
tugas

13. | Standar Operasional | Mensosialisasikan program [ kegiatan
Prosedur (SOP), juknis, | pelayanan Antar Kerja pada Kementerian
atau pedoman kerja | atau Lembaga
lainnya terkait wraian
tugas

14. | Standar Operasional | Melakukan seleksi psikotes atau wawancara
Prosedur (SOP), juknis, | kepada pencari kerja untuk penempatan
atau pedoman kerja
lainnya  terkait uraian
tugas

15. | Standar Operasional | Melakukan pemberian informasi sebagai
Prosedur (SOP), juknis, | saksi dalam rangka penyelesaian
atau pedoman kerja | permasalahan Antar Kerja
lainnya  terkait uraian
tugas

16. |Peraturan yang mengatur | Melakukan penilaian kelayakan
mengenai penggunaan | permohonan Pengesahan RPTKA untuk 1
TKA, Standar Operasional | sampai dengan 49 orang TKA secara daring
Prosedur (SOP), juknis,
atau pedoman kerja
lainnya  terkait wraian
tugas

17. | Peraturan yang mengatur | Melakukan evaluasi Permohonan
mengenai penggunaan | Pengesahan RPTKA /Pencabutan

TKA, Standar Operasional

Pengesahan RPTKA/perubahan Pengesahan
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NO PERANGKAT KER.JA PENGGUNAAN UNTUK TUGAS
Prosedur (SOP), juknis, | RPTKA
atau pedoman kerja
lainnya  terkait uraian
tugas

18. | Standar Operasional | Menganalisis  hasil survei kepuasan
Prosedur (SOP), juknis, | masyarakat terhadap penggunaan
atau pedoman kerja | TKA/penilaian zona integritas/penilaian
lainnya  terkait uraian | ISO zona pelayanan
tugas

19. | Standar Operasional | Mengevaluasi pelayanan Antar Kerja
Prosedur (SOP), juknis,
atau pedoman kerja
lainnya  terkait uraian
tugas

20. | Standar Operasional | Menyusun profil penempatan tenaga kerja
Prosedur (SOP), juknis,
atau pedoman kerja
lainnya  terkait wraian
tugas

21. | Standar Operasional | Merumuskan masukan teknis untuk
Prosedur (SOP), juknis, | pengkajian/penyusunan kebijakan,
atau pedoman kerja | peraturan perundang-undangan pelayanan
lainnya  terkait uraian | Antar Kerja
tugas

10. TANGGUNG JAWAB

a. Ketepatan dalam pelaksanaan analisis kebutuhan pelayanan Antar
Kerja.

b. Ketepatan dalam penyusunan bahan teknis rencana pelaksanaan
kegiatan pelayanan Antar Kerja.

c. Ketepatan dalam penyusunan standar pelayanan Antar Kerja.

d. Ketepatan dalam penyusunan bahan teknis pembekalan Antar Kerja
bagi pencari kerja.

e. HKetepatan dalam pelaksanaan layanan Analisis Jabatan advance
(mahir].

f. Ketepatan dalam penyusunan media layanan Antar Kerja.

g. Ketepatan dalam penyuluhan jabatan kepada Petugas Antar Kerja di
lembaga penempatan / pelatihan.

h. Ketepatan dalam  pendampingan kepada  petugas  Antar
Kerja/pemandu/petugas teknis dalam perantaraan kerja/informasi
pasar kerja.

i. HKetepatan dalam penyusunan rencana rekrnutmen penempatan tenaga
kerja.

j- Ketepatan dalam penyusunan rencana seleksi penempatan tenaga
kerja.

k. Ketepatan dalam perumusan standar/kriteria penilaian penghargaan.

l. Ketepatan dalam penyusunan bahan modalitas kerjasama/kemitraan
untuk pelayanan Antar Kerja.

m. Ketepatan dalam pelaksanaan sosialiasi program/kegiatan pelayanan
Antar Kerja pada Kementerian atau Lembaga.

n. Ketepatan dalam pelaksanaan seleksi psikotes atau wawancara

kepada pencari kerja untuk penempatan.
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0. Ketepatan dalam pemberian informasi sebagai saksi dalam rangka
penyelesaian permasalahan Antar Kerja.

p. HKetepatan dalam penilaian kelayakan permohonan Pengesahan
RPTKA untuk 1 sampai dengan 49 orang TKA secara daring.

q. Ketepatan dalam pelaksanaan evaluasi Permohonan Pengesahan
RPTKA/Pencabutan Pengesahan RPTKA/perubahan Pengesahan
RPTKA.

r. Ketepatan dalam pelaksanaan analisis hasil survei kepuasan
masyarakat terhadap penggunaan TKA/[ penilaian Zona
integritas/penilaian ISO zona pelayanan.

s. Ketepatan dalam pengevaluasian pelayanan Antar Kerja.

t. Ketepatan dalam penyusunan profil penempatan tenaga kerja.

u. Ketepatan dalam perumusan masukan teknis untuk
pengkajian / penyusunan kebijakan, peraturan perundang-undangan
pelayanan Antar Kerja.

. WEWENANG

a. Menentukan metode dalam pelaksanaan analisis kebutuhan
pelayanan Antar Kerja.

b. Menentukan metode dalam penyusunan bahan teknis rencana
pelaksanaan kegiatan pelayanan Antar Kerja.

c. Menentukan metode dalam penyusunan standar pelayanan Antar
Kerja.

d. Menentukan metode dalam penyusunan bahan teknis pembekalan
Antar Kerja bagi pencari kerja.

e. Menentukan metode dalam pelaksanaan layanan Analisis Jabatan
advance [mahir).

f.  Menentukan metode dalam penyusunan media layanan Antar Kerja

g.  Menentukan metode dalam penyuluhan jabatan kepada Petugas Antar
Kerja di lembaga penempatan / pelatihan.

h. Menentukan metode dalam pendampingan kepada petugas Antar
Kerja/pemandu/ petugas teknis dalam perantaraan kerja/informasi
pasar kerja.

i. Menentukan metode dalam penyusunan rencana rekrutmen
penempatan tenaga kerja.

j- Menentukan metode dalam penyusunan rencana seleksi penempatan
tenaga kerja.

k. Menentukan metode dalam perumusan standar/kriteria penilaian
penghargaan.

. Menentukan metode dalam penyusunan bahan modalitas
kerjasamakemitraan untuk pelayanan Antar Kerja.

m. Menentukan metode dalam pelaksanaan sosialiasi program/kegiatan
pelayanan Antar Kerja pada Kementerian atau Lembaga.

n. Menentukan metode dalam pelaksanaan seleksi psikotes atau
wawancara kepada pencari kerja untuk penempatan.

0. Menentukan metode dalam pemberian informasi sebagai saksi dalam
rangka penyelesaian permasalahan Antar Kerja.

p. Menentukan metode dalam penilaian kelayakan permohonan
Pengesahan RPTKA untuk 1 sampai dengan 49 orang TKA secara
daring.

q. Menentukan metode dalam pelaksanaan evaluasi Permohonan
Pengesahan RPTKA/Pencabutan Pengesahan RPTKA/perubahan
Pengesahan RPTKA.
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dalam pelaksanaan analisis hasil

survei

kepuasan masyarakat terhadap penggunaan TKA/penilaian zona
integritas/penilaian ISO zona pelayanan.
Menentukan metode dalam pengevaluasian pelayanan Antar Kerja.

Menentukan metode dalam penyusunan profil penempatan tenaga

kerja.

Menentukan metode dalam perumusan masukan teknis untuk
pengkajian / penyusunan kebijakan, peraturan perundang-undangan

pelayanan Antar Kerja.

12. KORELASI JABATAN

NO JABATAN UNIT KERJA/ INSTANSI DALAM HAL
1 2 3 4
1. | Direktur Bina P2PMI Direktorat Bina P2PMI/ | Konsultasi
Kementerian Pelaksanaan Tugas
Ketenagakerjaan dan Laporan
2. | Pejabat Fungsional ahli | Direktorat Bina P2PMI/ | Koordinasi
utama Kementerian Pelaksanaan Tugas
Ketenagakerjaan
3. |Pejabat Fungsional ahli | Direktorat Bina P2PMIJ | Koordinasi
madya Kementerian Pelaksanaan Tugas
Ketenagakerjaan
4. | Pejabat Fungsional ahli | Direktorat Bina P2PMIJ | Koordinasi
muda Kementerian Pelaksanaan Tugas
Ketenagakerjiaan
5. | Pejabat Fungsional ahli | Direktorat Bina P2PMI/ | Koordinasi
pertama Kementerian Pelaksanaan Tugas
Ketenagakerjaan
13. KONDISI LINGKUNGAN KERJA
NO ASFEK FAKTOR
1 2 3
1. | Tempat kerja Dalam dan luar ruangan
2. | Buhu Dingin
3. | Udara Sejuk
4. | Keadaan Ruangan Memadai
5. | Letak Rendah
6. | Penerangan Cukup
7. | Suara Tenang/tidak bising
8. | Keadaan tempat kerja Bersih
9. [ Getaran Tidak ada

14. RISIKO BAHAYA

NO FISIK /MENTAL PENYEBAB

1 2 3

1. | Low back pain Terlalu lama duduk

2. | Gangguan penglihatan | paparan radiasi cahaya dari peralatan kerja

3. | Stres Tekanan target pekerjaan dan hubungan yang

tidak sehat dengan rekan kerja
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1. | Keterampilan Berbicara di depan umum, membimbing, menganalisis,
kerja mendengarkan
2. | Bakat Kerja G |Intelegensia
V | Bakat Verbal
N | Bakat Numerik
) | Bakat Ketelitian
3. | Temperamen Kemampuan menyesuaikan diri dalam berhubungan
Kerja P | dengan orang lain lebih dari hanya penerimaan dan
pembuatan instrulksi.
Kemampuan menyesuaikan diri dalam kegiatan-
kegiatan yang berulang, atau secara terus menerus
R | melakukan kegiatan yang sama, sesuai dengan
perangkat prosedur, urutan atau kecepatan yang
tertentu.
4. | Minat Kerja Lb Filihan melakukan kegiatan yang berhubungan
) dengan komunikasi data.
28 Filihan melakukan kegiatan yang berhubungan
' dengan crang dalam niaga.
3a Filihan melakukan kegiatan-kegiatan rutin, konkrit
) dan teratur.
5. | Upaya Fisik Duduk, berbicara, bekerja dengan jari, dan mendengarkan
Kondis! Flalk = ‘;{:E;in : laki-laki/ perempuan
- | Umur : tidak ada persyaratan khusus
- | Tinggi badan | : tidak ada persyaratan khusus
- | Berat badan |: tidak ada persyaratan khusus
- | Postur badan | : tidak ada persyaratan khusus
- | Penampilan | : bersih dan rapi
7. Fungsi a Hubungan : D3 | Menyusun data
Pekerjaan " | dengan data
b Hubungan : 08 | Menerima Instruksi
dengan orang
Hubungan : B4 | Bekerja dengan
c | dengan tangan/perkakas tangan
Benda

16. PRESTASI KERJA YANG DIHARAPKAN : Baik

17. KELAS JABATAN

112
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INFORMASI JABATAN

1.| NAMA JABATAN : | Pengantar Kerja ahli utama
2.| KODE JABATAN :
3. | UNIT KER.JA

a. JPT Utama ;| Kementerian Ketenagakerjaan
b. JPT Madya : | Ditjen Binapenta dan PKK
c. JPT Pratama : | Direktorat Bina P2PMI
d. Administrator |-
c.  Pengawas C |-
f. Pelaksana : -
g Jabatan Fungsional e
4. | IKHTISAR JABATAN : | Melaksanakan kegiatan antar kerja

dengan menyusun rancangan prograrm,
juklak, dan juknis kegiatan antar kerja
berdasarkan kajian wyang dilakukan
terhadap; implikasi pasar kerja, hasil
monitoring dan evaluasi pelayanan
antar kerja, serta rencana strategis
pemerintah baik pusat maupun daerah;
agar pelaksanaan pelayanan antar kerja
dapat berjalan secara objektif, terbuka,
adil setara, dan tanpa diskriminasi

5. | KUALIFIKASI JABATAN
a. Pendidikan Formal : | 8-2 Manajemen /Psikologi/Hukum /
Ekonomi/Sosial-Politik / Administrasi/

bidang pendidikan lain yang relevan
dengan tugas jabatan yang ditentukan
oleh Instansi Pembina untuk jabatan
fungsional Pengantar Kerja ahli utama

b. Pendidikan dan Pelatihan |: [Pelatihan Pengantar Kerja jenjang ahli
utama
c. Pengalaman Kerja | Memiliki pengalaman dalam

pelaksanaan tugas dibidang Antar Kerja
paling singkat 2 (dua) tahun
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7. HASIL KERJA
NO HASIL KERJA SATUAN
1 2 3
1. | Dokumen bahan teknis program kegiatan pelayanan Dokumen
Antar Kerja
2. | Dokumen bahan teknis pembekalan antar kerja bagi Dokumen
petugas antar kerja atau pemandu perluasan
kesempatan kerja
3. | Laporan penilaian kelayakan permohonan Laporan
pengesahan RPTKA untuk 30 orang ke atas TKA
secara daring
4. | Dokumen bahan instrumen monitoring evaluasi Dokumen
kegiatan pelayanan antar kerja
5. | Dokumen implikasi pasar kerja sesuai dengan Dokumen
kondisi ketenagakerjaan yang aktual
6. | Dokumen desain pengembangan sistem Antar Kerja Dokumen
7. | Dokumen desain pengembangan penempatan tenaga Dokumen
kerja
8. BAHAN KERJA
NO BAHAN KERJA PENGGUNAAN UNTUK TUGAS
1 2 3
1. | NSPK Ketenagakerjaan, | Penyusunan bahan teknis program
informasi dinamika | kegiatan pelayanan Antar Kerja
ketenagakerjaan
2. |Informasi Kompetensi yang | Penyusunan bahan teknis pembekalan
harus dimiliki oleh peserta | antar kerja bagi petugas antar kerja atau
pembekalan pemandu perluasan kesempatan kerja
3. Penilaian kelayakan permohonan
Dokumen RPTKA pengesahan RPTKA untuk 50 orang ke
atas TKA secara daring
4. |Informasi kegiatan antar | Penyusunan bahan instrumen
kerja, informasi metode | monitoring evaluasi |monev) kegiatan
penyusunan instrumen pelayanan antar kerja
5. Pengkajian implikasi pasar kerja sesuai
Informasi pasar kerja dengan kondisi ketenagakerjaan yang
aktual
6. | NSPK Ketenagakerjaan, | Perancangan desain  pengembangan
informasi dinamika | sistem Antar Kerja
ketenagakerjaan
7. | NSPK Ketenagakerjaan, | Perancangan desain  pengembangan
informasi dinamika | penempatan tenaga kerja
ketenagakerjaan
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NO

PERANGKAT KERJA

PENGGUNAAN UNTUK TUGAS

2

3

Standar
Prosedur
atau
lainnya
tugas

Operasional
(SOP), juknis,
pedoman kerja
terkait wuraian

Menyusun bahan teknis program kegiatan
pelayanan Antar Kerja

Standar
Prosedur
atau
lainnya
tugas

Operasional
(SOP), juknis,
pedoman kerja
terkait wuraian

Menyusun bahan teknis pembekalan antar
kerja bagi petugas antar kerja atau
pemandu perluasan kesempatan kerja

Peraturan yang mengatur
mengenai penggunaan
TKA, Standar Operasional
Prosedur (SOP), juknis,
atau pedoman kerja
lainnya  terkait wraian
tugas

Melakukan penilaian kelayakan
permohonan pengesahan RPTKA untuk 50
orang ke atas TKA secara daring

Standar
Prosedur
atau
lainnya
tugas

Operasional
(SOP), juknis,
pedoman kerja
terkait wuraian

Menyusun bahan instrumen monitoring
evaluasi (monev) kegiatan pelayanan antar
kerja

Standar
Prosedur
atau
lainnya
tugas

Operasional
(SOP), juknis,
pedoman kerja
terkait wuraian

Mengkaji implikasi pasar kerja sesuai
dengan kondisi ketenagakerjaan yang
aktual

Standar
Prosedur
atan
lainnya
tugas

Operasional
(SOP), juknis,
pedoman kerja
terkait wuraian

Merancang desain pengembangan sistem
Antar Kerja

Standar
Prosedur
atau
lainnya
tugas

Operasional
(SOP), juknis,
pedoman kerja
terkait wuraian

Merancang desain
penempatan tenaga kerja

pengembangan

10.

TANGGUNG JAWAB
Ketepatan dalam penyusunan bahan teknis program kegiatan

a.

b.

C.

pelayanan Antar Kerja.

Ketepatan dalam penyusunan bahan teknis pembekalan antar kerja
bagi petugas antar kerja atau pemandu perluasan kesempatan kerja.
Ketepatan dalam penilaian kelayakan permohonan pengesahan
RPTKEA untuk 50 orang ke atas TKA secara daring.

Ketepatan dalam penyusunan bahan instrumen monitoring evaluasi
(monev) kegiatan pelayanan antar kerja.

Ketepatan dalam pengkajian implikasi pasar kerja sesuai dengan
kondisi ketenagakerjaan yang aktual.

Ketepatan dalam perancangan desain pengembangan sistem Antar

Kerja.
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g. HKetepatan dalam perancangan desain pengembangan penempatan
tenaga kerja.

WEWENANG

a. Menentukan metode dalam penyusunan bahan teknis program
kegiatan pelayanan Antar Kerja.

b. Menentukan metode dalam penyusunan bahan teknis pembekalan
antar kerja bagi petugas antar kerja atau pemandu perluasan
kesempatan kerja.

©.  Menentukan metode dalam penilaian kelayakan permohonan
pengesahan RPTKA untuk 50 orang ke atas TKA secara daring.

d. Menentukan metode dalam penyusunan bahan instrumen monitoring
evaluasi kegiatan pelayanan antar kerja.

e.  Menentukan metode dalam pengkajian implikasi pasar kerja sesuai
dengan kondisi ketenagakerjaan yang aktual.

f. Menentukan metode dalam perancangan desain pengembangan
sistem Antar Kerja.

g Menentukan metode dalam perancangan desain pengembangan

penempatan tenaga kerja.

12. KORELASI JABATAN

NO JABATAN UNIT KERJA/INSTANSI DALAM HAL
2 3 4
1. | Direktur Bina P2FMI Direktorat Bina P2PMIJ | Konsultasi
Kementerian Pelaksanaan Tugas
Ketenagakerjaan dan Laporan
2. | Pejabat Fungsional ahli | Direktorat Bina P2PMIJ | Koordinasi
utama Kementerian Pelaksanaan Tugas
Ketenagakerjiaan
3. |Pejabat Fungsional ahli | Direktorat Bina P2PMIJ | Koordinasi
madya Kementerian Pelaksanaan Tupgas
Ketenagakerjiaan
4. | Pejabat Fungsional ahli | Direktorat Bina P2PMI/ | Koordinasi
muda Kementerian Pelaksanaan Tugas
Ketenagakerjaan
5. | Pejabat Fungsional ahli | Direktorat Bina P2PMI/ | Koordinasi
pertama Kementerian Pelaksanaan Tugas
Ketenagakerjaan
13. KONDISI LINGKUNGAN KERJA
NO ASPEK FAKTOR
2 3
1. Tempat kerja Di dalam dan luar ruangan
2. Suhu Dingin
3. Udara Sejuk
4. Keadaan Ruangan Memadai
3. Letak Rendah
(i} Penerangan Cukup
7. Suara Tenang/tidak bising
8. Keadaan tempat kerja Bersih
9. Getaran Tidak ada
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14. RISIKO BAHAYA

NO FISIK /MENTAL PENYEBAB
1 2 3
1. | Low back pain Terlalu lama duduk

Gangguan penglihatan Paparan radiasi cahaya dari peralatan kerja

Stres Tekanan target pekerjaan dan hubungan yang
tidak sehat dengan rekan kerja

15. SYARAT JABATAN

1. | Keterampilan Membimbing, menganalisis, membangun dan merancang
kerja : | konsep
2. | Bakat Kerja :| G |Intelegensia
V | Bakat Verbal
N | Bakat Numerik
() | Bakat Ketelitian
3. | Temperamen | : Kemampuan menyesuaikan dirli dalam berhubungan
Ketja P | dengan crang lain lebih dari hanya penerimaan dan
pembuatan instruksi.
Kemampuan menyesuaikan dirl dalam kegiatan-
kegiatan yang berulang, atau secara terus menerus
E | melakukan kegiatan yang sama, sesuai dengan
perangkat prosedur, urutan atau kecepatan yang
tertentu.
4. | Minat Kerja Lb Filihan melakukan kegiatan yang berhubungan
i dengan komunikasi data.
5a Filihan melakukan kegiatan yang berhubungan
) dengan crang dalam niaga.
aa Filihan melakukan kegiatan-kegiatan rutin, konkrit
) dan teratur.
3. | Upaya Fisik ¢ | Duduk, berbicara, bekerja dengan jari, dan mendengarkan
Kondisi Fisik | : Jenis . i .
~ | Kelamin : laki-laki/ perempuan
- | Umur : tidak ada persyaratan khusus
- | Tinggi badan |: tidak ada persyaratan khusus
- | Berat badan |: tidak ada persyaratan khusus
- | Postur badan | : tidak ada persyaratan khusus
- | Penampilan | : bersih dan rapi
7. | Fungsi A Hubungan : D3 | Menyusun data
Pekerjaan " | dengan data
b Hubungan : O8 | Menerima Instruksi
dengan orang
Hubungan : B4 | Bekerja dengan
c | dengan tangan/perkakas tangan
Benda

16. PRESTASI KERJA YANG DIHARAPKAN : Baik
17. KELAS JABATAN :14
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CONTOH INFORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENGANTAR KERJA
(INSTANSI DAERAH)

INFORMASI JABATAN

1.| NAMA JABATAN : | Pengantar Kerja ahli pertama
2.| KODE JABATAN :
3. | UNIT KER.JA :

JPT Utama s -

a.
b. JPT Madya e

c. JPT Pratama : | Disnakertrans Provinsi Banten

d. Administrator : | Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan

Perluasan Kesempatan Kerja
e. Pengawas : |-

f. Pelaksana e
g. Jabatan Fungsional : |-
4. | IKHTISAR JABATAN : | Melaksanakan pelayanan antar kerja

dalam bentuk pengumpulan dan
pengolahan data dan informasi yang
diterima, serta memberikan layanan
penempatan tenaga kerja dan perluasan
kesempatan kerja, pengendalian
penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)
dan pembinaan kelembagaan dan
sumber daya penempatan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang
berlaku

5. | KUALIFIKASI JABATAN
a. Pendidikan Formal : | 81/DIV Manajemen/Psikologi/Hukum/
Ekonomi/ Sosial-Politik / Administrasi/

bidang pendidikan lain yang relevan
dengan tugas jabatan yang ditetapkan
oleh Instansi Pembina untuk Jabatan
Fungsional Pengantar Kerja ahli

pertama

b. Pendidikan dan Pelatihan |: |Pelatihan Pengantar Kerja jenjang ahli
pertama

c. Pengalaman Kerja | Memiliki pengalaman dalam

pelaksanaan tugas di bidang antar kerja
paling singkat 2 (dua) tahun untuk
pengangkatan dalam jabatan fungsional
Pengantar Kerja melalui perpindahan
dari jabatan lain
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7. HASIL KERJA
NO HASIL KERJA SATUAN
1 2 3
1. |Laporan layanan Analisis Jabatan dasar Laporan
2. |Dokumen identifikasi ketersediaan informasi Dokumen
lowongan pekerjaan untuk penempatan tenaga
kerja
3. | Laporan statistik informasi pasar kerja Laporan
4. | Laporan penyuluhan jabatan kepada Laporan
siswa/mahasiswa/pencari kerja yang baru masuk
ke pasar kerja
5. |Laporan sosialisasikan program kegiatan Laporan
pelayanan antar kerja masyarakat umum
6. |Laporan pelayanan pemberian informasi Laporan
penempatan tenaga kerja kepada pencari kerja
7. | Dokumen layanan pendaftaran pencari kerja Dokumen
8. |Laporan bimbingan jabatan kepada pencari kerja Laporan
yang baru masuk ke pasar kerja
9. |Laporan analisis permohonan surat izin perekrutan Laporan
Pekerja Migran Indonesia
10. | Laporan analisis hasil pembekalan tenaga kerja Laporan
untuk penempatan tenaga kerja
11. | Laporan analisis kelayakan dokumen pengajuan Laporan
paspor calon Pekerja Migran Indonesia
12. | Laporan pengurusan visa kerja calon Pekerja Laporan
Migran Indonesia
13. | Laporan bentukan kelompok usaha kegiatan Laporan
perluasan kesempatan kerja
14. | Laporan data penempatan tenaga kerja Laporan
15. | Laporan analisis dokumen pengajuan pencairan Laporan
deposito P3MI
16. | Dokumen  verifikasi dokumen  permohonan Dokumen
pengajuan penggunaan TKA
17. | Laporan  penilaian  kelayakan  permohonan Laporan
pengesahan RPTKA untuk 1 sampai dengan 5 orang
TKA secara daring
18. | Laporan penyesuaian data isian pada rancangan Laporan
Hasil Penilaian Kelayakan
19. | Laporan kompilasi data yang akan diserahkan Laporan
kepada stakeholder/pemangku kepentingan untuk
tindak lanjut hasil pemantauan penggunaan TKA
20. | Laporan  verifikasi permohonan  pemenuhan Laporan
standar perizinan berusaha/tanda daftar{lembaga
penempatan tenaga kerja atau P3MI
21. | Laporan identifikazi data lembaga penempatan Laporan
tenaga kerja atau P3MI
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8. BAHAN KERJA
NO BAHAN KER.JA PENGGUNAAN UNTUK TUGAS
1 2 3
1. |Data  jabatan, formulir | Pelaksanaan layanan Analisis Jabatan

uraian jabatan

dasar

2. | Data perusahaan dan data | Pengidentifikasian ketersediaan
lowongan informasi lowongan pekerjaan untuk
penempatan tenaga kerja
3. | Data pasar kerja Penyusunan statistik informasi pasar
kerja
4. | Materi penyuluhan, | Pelaksanaan penyuluhan jabatan
pamflet fliflet jabatan, | kepada siswa/mahasiswa/pencari kerja
infografis vang baru masuk ke pasar kerja
5. | Materi sosialisasi Pelaksanaan sosialisasi
program/ kegiatan pelayanan antar kerja
masyarakat umum
6. | NSPK penempatan tenaga | pelayanan pemberian informasi
kerja, data IPK penempatan tenaga kerja kepada
pencari kerja
7. | Formulir isian data pada | Pelaksanaan layanan  pendaftaran
aplikasi atau formulir AK I | pencari kerja
dan AK II
8. | Informasi jabatan, | Pembimbingan jabatan kepada pencari
instrumen tes psikologi kerja vang barm masuk ke pasar kerja
9. | Formulir checklist | Pelaksanaan analisis permohonan surat
persyaratan, job order izin  perekrutan  Pekerja = Migran
Indonesia
10. | Informasi hasil pembekalan | Pelaksanaan analisis hasil pembekalan
tenaga kerja untuk penempatan tenaga
kerja
11. | Formulir checklist | Pelaksanaan analisis kelayakan
persyaratan, paspor calon |dokumen pengajuan paspor calon
Pekerja Migran Indonesia Pekerja Migran Indonesia
12. | Dokumen visa Pengurusan visa kerja calon Pekerja
Migran Indonesia
13. | Informasi kelompok usaha FPembentukan kelompok usaha kegiatan
perluasan kesempatan kerja
14. | Data penempatan Penyusunan data penempatan tenaga
kerja
15. | Formulir checklist dokumen | Pelaksanaan analisis dokumen
persyaratan pengajuan pencairan deposito P3MI
16. | Dokumen permohonan | Pelaksanaan verifikasi dokumen
pengajuan penggunaan TKA | permohonan  pengajuan penggunaan
TKA
17. | Dokumen RPTKA Penilaian kelayakan permohonan
pengesahan RPTHKA untuk 1 sampai
dengan 5 orang TKA secara daring
18. | Lembar formulir Penyesuaian data isian pada rancangan
rekomendasi Hasil Penilaian Kelayakan
19. | Data TKA Pelaksanaan kompilasi data yang akan

diserahkan kepada stakeholder/
pemangku  kepentingan untuk tindak
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NO BAHAN KERJA PENGGUNAAN UNTUK TUGAS
lanjut hasil pemantauan penggunaan
TKA
20. | Data Pelaksanaan werifikasi permohonan
usulan/dokumen [berkas pemenuhan standar perizinan
dari lembaga penempatan berusaha/tanda daftar {lembaga
penempatan tenaga kerja atau P3MI
21. | Data lembaga penempatan | Pengidentifikasian data lembaga
penempatan tenaga kerja atau P3MI
9. PERANGKAT KERJA
NO PERANGKAT KER.JA PENGGUNAAN UNTUK TUGAS
1 2 3
1. | Standar Operasional | Melakukan layanan Analisis Jabatan dasar
Prosedur (SOP), juknis,
atau  pedoman  kerja
lainnya terkait wuraian
tugas
2. | Standar Operasional | Mengidentifikasi ketersediaan informasi
Prosedur (SOP), juknis, |lowongan pekerjaan untuk penempatan
atau  pedoman  kerja | tenaga kerja
lainnya terkait wuraian
tugas
3. | Standar Operasional | Menyusun statistik informasi pasar kerja
Prosedur (SOP), juknis,
atau  pedoman  kerja
lainnya terkait wuraian
tugas
4. | Standar Operasional | Melakukan penyuluhan jabatan kepada
Prosedur ([SOP), juknis, |siswa/mahasiswa/pencari kerja yang baru
atau  pedoman  kerja | masuk ke pasar kerja
lainnya terkait uraian
tugas
5. | Standar Operasional | Mensosialisasikan program [ kegiatan
Prosedur (SOP), juknis, | pelayanan antar kerja masyarakat umum
atau  pedoman  kerja
lainnya terkait wuraian
tugas
6. |Standar Operasional | Melakukan pelayanan pemberian informasi
Prosedur (SOP), juknis, | penempatan tenaga kerja kepada pencari
atau  pedoman  kerja | kerja
lainnya terkait wuraian
tugas
7. | Standar Operasional | Melakukan layanan pendaftaran pencari
Prosedur (SOP), juknis, | kerja
atau  pedoman  kerja
lainnya terkait wuraian
tugas
8. | Standar Operasional | Melakukan bimbingan jabatan kepada
Prosedur (SOP), juknis, | pencari kerja yang baru masuk ke pasar
atau  pedoman  kerja | kerja
lainnya terkait uraian
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NO

PERANGKAT KER.JA

PENGGUNAAN UNTUK TUGAS

tugas

Peraturan yang mengatur
mengenai pelindungan
Pekerja Migran Indonesia,
Standar Operasional
Prosedur (SOP), juknis,
atau  pedoman  kerja
lainnya terkait wuraian
tugas

Menganalisi= permochonan surat izin

perekrutan Pekerja Migran Indonesia

10.

Standar Operasional
Prosedur ([SOP), juknis,
atau  pedoman  kerja
lainnya terkait wuraian
tugas

Menganalisis hasil pembekalan tenaga kerja
untuk penempatan tenaga kerja

11.

Standar
Prosedur
atau
lainnya
tugas

Operasional
(SOP), juknis,
pedoman  kerja

terkait wuraian

Menganalisis kelayakan dokumen
pengajuan paspor calon Pekerja Migran
Indonesia

12,

Standar
Prosedur
atau
lainnya
tugas

Operasional
(SOF), juknis,
pedoman  kerja

terkait wuraian

Melakukan pengurusan visa kerja calon
Pekerja Migran Indonesia

13.

Standar
Prosedur
atau
lainnya
tugas

Operasional
(SOP), juknis,
pedoman  kerja

terkait wuraian

Membentuk kelompok wusaha
perluasan kesempatan kerja

kegiatan

14.

Standar
Prosedur
atau
lainnya
tugas

Operasional
(SOP), juknis,
pedoman  kerja

terkait uraian

Menyusun data penempatan tenaga kerja

15.

Peraturan yang mengatur
mengenai pelindungan
Pekerja Migran Indonesia,
Standar Operasional
Prosedur (SOP), juknis,
atau  pedoman  kerja
lainnya terkait uraian
tugas

Menganalisis dokumen
pencairan deposito P3MI

pengajuan

16.

Peraturan yang
menggatur mengenai
penggunaan TKA, Standar
Operasional Prosedur
(SOP), juknis, atan
pedoman kerja lainnya
terkait uraian tugas

Memverifikasi dokumen
pengajuan penggunaan TEKA

permohonan

17.

Peraturan yang
menggatur mengenai
pengpunaan TKA, Standar

Melakukan penilaian kelayakan
permohonan pengesahan RPTKA untuk 1
sampai dengan 5 orang TKA secara daring
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NO PERANGKAT KER.JA PENGGUNAAN UNTUK TUGAS

Operasional Prosedur
(SOP), juknis, atau
pedoman kerja lainnya
terkait uraian tugas

18. | Standar Operasional | Melakukan penyesuaian data isian pada
Prosedur (SOP), juknis, | rancangan Hasil Penilaian Kelayakan

atau  pedoman  kerja
lainnya terkait uraian
tugas

19. | Standar Operasional | Melakukan kompilasi data yang akan
Prosedur (SOP), juknis, | diserahkan kepada stakeholder/ pemanghku
atau  pedoman  kerja | kepentingan untuk tindak lanjut hasil
lainnya terkait wuraian | pemantauan penggunaan TKA

tugas

20. | Peraturan yang mengatur | Memverifikasi permohonan pemenuhan
mengenai perizinan | standar perizinan berusaha/tanda
berusaha Lembaga | daftar/lembaga penempatan tenaga kerja
Penempatan Standar | atau PAMI
Operasional Prosedur

(SOF), juknis, atan
pedoman kerja lainnya
terkait uraian tugas

21. | Peraturan yang mengatur | Mengidentifikasi data lembaga penempatan

mengenai perizinan | tenaga kerja atau P3MI
berusaha Lembaga
Penempatan, Standar
Operasional Prosedur

(SOF), juknis, atau
pedoman kerja lainnya
terkait uraian tugas

10. TANGGUNG JAWAB

a. Ketepatan pelaksanaan layanan Analisis Jabatan dasar.

b. Ketepatan pengidentifikasian ketersediaan informasi lowongan
pekerjaan untuk penempatan tenaga kerja.

. Ketepatan penyusunan statistik informasi pasar kerja.

d. Ketepatan pelaksanaan penyuluhan jabatan kepada
siswa/mahasiswa/pencari kerja yang baru masuk ke pasar kerja.

e. Ketepatan pelaksanaan sosialisasi program /kegiatan pelayanan antar
kerja masyarakat umum.

f. Ketepatan pelayanan pemberian informasi penempatan tenaga kerja
kepada pencari kerja.

g. HKetepatan pelaksanaan layanan pendaftaran pencari kerja.

h. Ketepatan pembimbingan jabatan kepada pencari kerja yang bam
masuk ke pasar kerja.

i. Ketepatan pelaksanaan analisis permohonan surat izin perekrutan
Pekerja Migran Indonesia.

j.  HKetepatan pelaksanaan analisis hasil pembekalan tenaga kerja untuk
penempatan tenaga kerja.

k. HKetepatan pelaksanaan analisis kelayakan dokumen pengajuan
paspor calon Pekerja Migran Indonesia.

. Ketepatan pengurusan visa kerja calon Pekerja Migran Indonesia.
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m. Ketepatan pembentukan kelompok usaha kegiatan perluasan
kesempatan kerja.

n. Ketepatan penyusunan data penempatan tenaga kerja.

0. Ketepatan pelaksanaan analisis dokumen pengajuan pencairan
deposito P3MIL.

p. HKetepatan pelaksanaan verifikasi dokumen permchonan pengajuan
penggunaan TKA.

q. Ketepatan penilaian kelayakan permohonan pengesahan RPTKA
untuk 1 sampai dengan 5 orang TKA secara daring.

r. Ketepatan penyesuaian data isian pada rancangan Hasil Penilaian
Kelayakan.

s. Ketepatan pelaksanaan kompilasi data yang akan diserahkan kepada
stakeholder/pemangku  kepentingan untuk tindak lanjut hasil
pemantauan penggunaan TKA.

t. Ketepatan pelaksanaan verifikasi permohonan pemenuhan standar
perizinan berusaha/tanda daftar/lembaga penempatan tenaga kerja

atau P3MI.
u. Ketepatan pengidentifikasian data lembaga penempatan tenaga kerja
atan PIMI.
. WEWENANG

a. Menentukan metode dalam pelaksanaan layanan Analisis Jabatan
dasar.

b. Menentukan metode dalam pengidentifikasian ketersediaan informasi
lowongan pekerjaan untuk penempatan tenaga kerja.

¢.  Menentukan metode dalam penyusunan statistik informasi pasar
kerja.

d. Menentukan metode dalam pelaksanaan penyuluhan jabatan kepada
siswa/mahasiswa /pencari kerja yang baru masuk ke pasar kerja.

e.  Menentukan metode dalam pelaksanaan sosialisasi program [kegiatan
pelayanan antar kerja masyarakat umum.

f.  Menentukan metode dalam pelayanan pemberian informasi
penempatan tenaga kerja kepada pencari kerja.

g.  Menentukan metode dalam pelaksanaan layanan pendaftaran pencari
kerja.

h. Menentukan metode dalam pembimbingan jabatan kepada pencari
kerja yang baru masuk ke pasar kerja.

i. Menentukan metode dalam pelaksanaan analisis permohonan surat
izin perekrutan Pekerja Migran Indonesia.

j-  Menentukan metode dalam pelaksanaan analisis hasil pembekalan
tenaga kerja untuk penempatan tenaga kerja.

k. Menentukan metode dalam pelaksanaan analisis kelayakan dokumen
pengajuan paspor calon Pekerja Migran Indonesia.

. Menentukan metode dalam pengurusan visa kerja calon Pekerja
Migran Indonesia.

m. Menentukan metode dalam pembentukan kelompok usaha kegiatan
perluasan kesempatan kerja.

n. Menentukan metode dalam penyusunan data penempatan tenaga
kerja.

0. Menentukan metode dalam pelaksanaan analisis dokumen pengajuan
pencairan deposito P3ML

p. Menentukan metode dalam pelaksanaan verifikasi dokumen
permohonan pengajuan penggunaan TKA.
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q. Menentukan metode dalam penilaian kelayakan permohonan
pengesahan RPTKA untuk 1 sampai dengan 5 orang TKA secara
daring.

r. Menentukan metode dalam penyesuaian data isian pada rancangan
Hasil Penilaian Kelayakan.

s. Menentukan metode dalam pelaksanaan kompilasi data yang akan
diserahkan kepada stakeholderpemangku kepentingan untuk tindak
lanjut hasil pemantauan penggunaan TKA.

t. Menentukan metode dalam pelaksanaan wverifikasi permohonan
pemenuhan standar perizinan berusahaftanda daftar/lembaga
penempatan tenaga kerja atau P3MIL.

u. Menentukan metode dalam pengidentifikasian data lembaga
penempatan tenaga kerja atau P3MI.

12. KORELASI JABATAN

NO JABATAN UNIT KERJA/ INSTANSI DALAM HAL
2 3 4
1. | Kepala Dinas Disnakertrans Provinsi Konsultasi
Banten Pelaksanaan Tugas
dan Laporan
2. | Kepala Bidang Disnakertrans Provinsi Konsultasi
Banten Pelaksanaan Tugas
dan Laporan
3. | Pejabat Fungsional ahli | Disnakertrans Provinsi Koordinasi
utama Banten Pelaksanaan Tugas
4. | Pejabat Fungsional ahli | Disnakertrans Provinsi Koordinasi
madya Banten Pelaksanaan Tugas
5. | Pejabat Fungsional ahli | Disnakertrans Provinsi Koordinasi
muda Banten Pelaksanaan Tugas
6. | Pejabat Fungsional ahli | Disnakertrans Provinsi Koordinasi
pertama Banten Pelaksanaan Tugas

13. KONDISI LINGKUNGAN KERJA

NO ASPEK FAKTOR
1 2 3
1. | Tempat kerja Dalam dan luar ruangan
2. | Suhu Dingin
3. |Udara Sejuk
4. | Keadaan Ruangan Memadai
5. | Letak Rendah
6. | Penerangan Cukup
7. | Suara Tenang /tidak bising
8. | Keadaan tempat kerja Bersih
9. [ Getaran Tidak ada
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14. RISIKO BAHAYA
NO FISIK/MENTAL PENYEEBAB
1 2 3
1. | Low back pain Terlalu lama duduk

Gangguan penglihatan Paparan radiasi cahaya dari peralatan kerja

Stres Tekanan target pekerjaan dan hubungan yang
tidak sehat dengan rekan kerja

15. SYARAT JABATAN

1. | Keterampilan Berbicara di depan umum, membimbing, menganalisis,
kerja : | mendengarkan
2. | Bakat Kerja ‘| G |Intelegensia

V | Bakat Verbal
N | Bakat Numerik

() | Bakat Ketelitian

3. | Temperamen | : Kemampuan menyesuaikan diri dalam berhubungan
Kerja F | dengan orang lain lebih dari hanya penerimaan dan
pembuatan instruksi.

Kemampuan menyesuaikan dirl dalam kegiatan-
kegiatan yang berulang, atau secara terus menerus
R | melakukan kegiatan yang sama, sesuai dengan
perangkat prosedur, urutan atau kecepatan yang
tertentu.

4. | Minat Kerja b Filihan melakukan kegiatan yang berhubungan

i dengan komunikasi data.

Filihan melakukan kegiatan yang berhubungan

2.a :
dengan orang dalam niaga.
aa Filihan melakukan kegiatan-
' kegiatan rutin, konkrit & teratur.
Upaya Fisik : | Duduk, berbicara, bekerja dengan jari, dan mendengarkan
Kondisi Fisik | : Jenis i ) _
~ | Kelamin : laki-laki/ perempuan
- Umur : tidak ada persyaratan khusus
- | Tinggi badan | : tidak ada persyaratan khusus
- | Berat badan |: tidak ada persyaratan khusus
- | Postur badan | : tidak ada persyaratan khusus
- | Penampilan : bersih dan rapi
7. | Fungsi a Hubungan : D3 | Menyusun data
Pekerjaan " | dengan data
b Hubungan : 08 | Menerima Instruksi
dengan orang
Hubungan : B4 | Bekerja dengan
¢ |dengan tangan fperkakas tangan
Benda

16. PRESTASI KERJA YANG DIHARAPKAN : Baik
17. KELAS JABATAN 8
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INFORMASI JABATAN
1.| NAMA JABATAN . | Pengantar Kerja ahli muda
2.| KODE JABATAN :
3. | UNIT KER.JA :
a. JPT Utama : |-
b. JPT Madya e
c. JPT Pratama : | Disnakertrans Provinsi Banten
d. Administrator : | Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan

Perluasan Kesempatan Kerja
e. Pengawas s |-

f. Pelaksana L |-

g. Jabatan Fungsional : |-
4. | IKHTISAR JABATAN : | Melaksanakan kegiatan antar kerja
dengan menganalisis kebutuhan untuk
menghasilkan rencana dan

melaksanakan pelayanan antar kerja
yang optimal melalui penempatan
tenaga kerja, perluasan kesempatan
kerja, pengendalian penggunaan Tenaga
Kerja Asing (TKA), pembinaan lembaga
dan SDM penempatan, serta melakukan
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
antar kerja sesuai dengan rencana kerja
vang telah ditetapkan

5. | KUALIFIKASI JABATAN
a. Pendidikan Formal : | 31/DIV Manajemen f Psikologi /Hukum/
EkonomifSosial-Politik/ Administrasi/

bidang pendidikan lain yang relevan
dengan tugas jabatan yang ditetapkan
oleh Instansi Pembina untuk jabatan
fungsional Pengantar Kerja ahli muda.

b. Pendidikan dan Pelatihan |: |Pelatihan Pengantar Kerja Jenjang ahli
muda
c. Pengalaman Kerja | Memiliki pengalaman dalam

pelaksanaan tugas di bidang Antar Kerja
paling singkat 2 ([dua) tahun bagi
pengangkatan dalam jabatan fungsional
Pengantar Kerja melalui perpindahan
dari jabatan lain

www.peraturan.go.id



2023, No.923

79-

‘ ' i uejelday / weidoad
09t 09g ag 001 000 o UENISESI[BISOSU )
CINEY]
" . - Jeyue urueiead urenIULY
o o o s9l 0zo0 LED Jeuwreseliay uellueliad
ISUmSsqns senessduap 9
BIS2UOPU] U IS
0 0 0 0'el 0E0'0 o' | eliayad useduwauad
BAElg JNIY NS unsnAUIpy ‘G
1eqEIRASE
yoduwopay femsis vng Suelo
. ] . BISUE] /SENIQES] 13
zey et 8 06 ozo'o | sig |/PEUE/sEA Exﬂﬂi
vfeuay  epedsy  ueyeqgel ey
ueynniuad ueynHeAN | weyeduas oy L
) . n el1ay resed UBseEmn|iad
ceL oL T OEE 000 9970 1SEULIOJU stsipeuESuap uep ¢
. . . ueyniue] ueyeqel sisipeue | el1ay edeua],
zol zol 4 s 0zo'0 410 uBUElE] ueynyelaw | ueedwauag T
elioy eIy rejuy
/201 /01 kA | a6 az0'n 21°0 muy  ueuedead edep | useuesyelag | eliay meuy
Jagquns  seynuspiEuapy | ueruEDUSIa] | URRUERSHER] | ]
(6 woex=lo1 6 g L 9 c t £ g I
: - | AX HdMm
e M MM ) (Al SRRy | o
NVLVIDHEA | . NNHVL (B SVONL
ZJ,H._:.H“:mm_xu HWNATOA | TIWVIVA BENLWIEHELH VILNV.L | NVIVHN NVLVIDEA ¥ILOA dNSNN gNs dNENN ON
ISYINHOA NVIVS NV JLLO" }
S LVIDHH ENOM | LITHAH
HY 1WA TAANTd | AwnTon NVIVEH THANHA WM ONY
NYLLNHNEL MY M NLAYM
HOMOd SVONL 9

www.peraturan.go.id



-80-

2023, No.923

. . . 1recuad SAIEISTUTL PR
00s 008 0001 S0 020°0 | 100 | qyopos eI -
ueeduwauad
201 201 A | 0'6 ogo‘'o | 810 [¥mun elsy efeua) uomes
USLIITLIYal UBENTL{E] 2y 11
ueBRyEsilad UemeAley
neye sajoud ypge nee
BISUR| nER sellgesip neje
00T 00s1 00z =] ogZo'o | sr'o MHd-191 neye ef1ayaq
yeusad el1ay edeua)
vpeday wepeday uejeqel
ueSunguung uEynHE 3N o1
el1ayq waquiad epeday
oSt oSt 0ol [l azo'o <00 umeduwauad ueynuatad
uerueiejad ueynyea ]
el1aq maquiad epeday
. . . elisy vieus) ueyedwouad
ooe 00€ 00g c1 0g0o £0°0 1SRULIOJI uenaquad
usueie]ad ueynyeaW 8
[WEed neye eliay edeua)
uepedmauad efequua)
neye el uaquuad
ey muy usuedepad
l6 wopy=jor 6 8 L 9 g b £ z I
‘ - | AX MdM
e M el BT (Al o e (L)
NYHNLNETM) z‘r___.ﬂf_‘wm_x b NIHVL -y vioa ,__c:, SVOILL R . . .
ISVINMOA HWOTOA | T WVIVA MILNE A._.._.zd_..w NYIVAN NYLVIDHEA dlLOd UNSNN 9ns dNSNN ON
. NYIVS NV.LVIDHEM SNOM [ LIJHEM
HYIWAr g1aANgd | awntoa NYIVEHTHANAd WM ONY
NVNLNANE MY

ML M

www.peraturan.go.id



2023, No.923

81-

LIadau men|; wepep
ef1ay efeusy uempedmwauad

il LA (4 £'6 0zo'0 610 vurejas yeresew
uemEsajaiuad weynyeEray ‘61
eliay ueiedwasay
9zl a9t 1 A | S'01 0z0'0 [z'0 | uesenpad uejeiday
vi1asad 1fmdurepuapy 21
_ . . . el1ay vdeua) ueyedwauad
=7 =7 A | c'g ogZo'o | £l'O S R P ——— o’
CIVEE]
8El BEL 1l c11 0zTo'0 €C'0 [¥deusn ummjduenquad
uedmdurepuad ueynye(aw ‘g1
e[1ay edeua)
9 9 1 S0 0zT0'0 10°0 |usyejduslaquad uswnyop
ueerpaduad sseueduap "G
el1ay uellueliad
=7 =7 A | cg 0zo'n | €10 Jueredwauad uefluelnd
uSLNY{op SISI[eueEdualy e |
Bliay Hdeua) ueiedilauad
201 |01 A | 0'‘e OT0'o |1'0 ynjun elioy edeus) epeday
uejeyaquad ueynyeap s |
ueeduwrauad ymun eliay
l6 wopy=jor 6 8 L 9 g b £ z |
: - AX HdMm
oset/nans | "Rt | | wamy wnxv)
nvHnLagsy) | NLVIDEE b NIHVL |y vy (1) | svVonL . . . .
- HWNTOA I WYIVd VILNV.L | NYTVAEN NVLVIOHEA dlLnd UNEXNN NS dNEMNI 0N
ISYWHOd dALLOH
. NYIVS NV.LVIDHEM SNOM [ LIJHEM
HYIWAr F1aiNgd | awntoa NYIVEHTHANAd WM ONY
NVALNANAD | "L : ' NIAYM

MLV M

www.peraturan.go.id



-82-

2023, No.923

ueyiyesay in mepw el1ay | ueledwlauad
Edeus) ueyedwauad BAR(]
gt 2F zl 0t 0700 20°0 e BUeENIag | Iaqung wep
weurzrad usuoyouniad | wealeg o]y
ueyele]ay sisieusduap UEEU g Wad ‘of
duidwepuad eliay
] ] ] efeua; epeday ueyeay
0Z1 0zl A | 0’01 00’0 zo e uep Sojpoud:  yie
ueeuesyelad siseusiuap b
VAL
06 06 FA | iy OF0‘0 €1 ueeundduad ueneyuewad
[1sey siseueduap O
/ __.EP_“_W cm:mmum:.un_
. , , ueIngeauad fueyesaduag
0 o o L 0zoo | LOOO Wm:c:c;:mm sIs|[eue
UEp ISEpI[EA UBND{E[IW “TT
Julrep Bredas Vi
Huero g1 weluap redues | dursy
0 0 0 50 0T0'0 100 [Hmun yyLd¥ ueyesaduad | eliay vfeua]
ueuoyoutad ueyeie[ay | weeundduay
uetequad ueynye3p | veiepuaduag -
. . . eloy efeus) ueduenurad
el el A | o1t 0z00 o ueSudurepuad uENHEIN 0z
(6 wojy=)ot 6 g L 9 g t £ z |
: - | AN Mdm
e M el BT (Al _xm_,ﬁw:auuz (L)
NVHALONEEY) NYLYIOHEN | . NOHYL NV LYID N (1) SYONL
. HWOTOA | T WVIVOA VLNV.L | NYIVHN NV.LVIOEA HlLNd HNOSNO NS UNSNN ON
ISVINHOA dLLN" X
. NVIVS NV LVIDEH SNOY | LIaTIH
HYTWAr TAANTd | I nTon NVIVEHTHANTd WMONY
NYVTLLNANHL NLAYM

ML M

www.peraturan.go.id



2023, No.923

gop]  elioy ueleduiasay
ue e fusedwauad

Tl oL cl 09 000 ANy edequa| [euoisesado
uenEuead veynye|al ‘BT
INEd e eliay
Edeua) usedwauad
. . i Hiequua| BUESNISG
o v U oy 0Z0'0 el ueuzuad uedeyduajay
ueejuuLad fueyeouad
dasuoy unsniuap =
INEd neEe ellay efeua)
ugpedmauad effequuoy wmz
. ] . umpngesuad neje eesnIag
0 0 0 o 0z00 800 weuzlad uruoyouad
SEIE JEPUES JE{ILaE
ISE puatloyal unsniuap LT
[WEed nere 1oy edeua)
umyedmsuad efequia
e . . mz  uengesuad  nepe
. o . ss 0Z0'0 o BYEsnlaq uewmziad
ueUoy ol lad ueyele|ay
SEHI ISEHULISAII SN Qg
| asodsya)
l6 wooy=)o1 6 8 L 9 g b £ z I
: - | AXHdM
e M el BT () o e (L)
NYHNLNETM) z‘r___.md_‘wm_x b NIHVL -y vioa ‘__c:, SVOILL R . . .
ISYINNOA HWNTOA | T WVIVA MILNE _._..HZA_. L | NVWIVHN NV.LVIDEA diLnd HNSKNN °9NS HNSNN ON
; NVIVS NV.IVIDEN SNOM | LIOTIH
HYTWNAr caraanad | awnmoa | NYIVSETIANA VIONY
NYL.LNENED MLAYM

ML M

www.peraturan.go.id



-84-

2023, No.923

epnu I[ye
w1y
mueduag
g UE}E] LU
0sTl 0sc’1
FBIL 68 S T P
BOEC BOES e
1oy muy ueueiejad
z6l 61 bz 08 0zo'n | 910 ueenmuay/ewesellay | eloy muy
IsEneafuap | useuesHE[ad "1E
_ . s s 1oy Jeuy uesode]
Lad! Lad L 09 000 b0 | yewedend NEIUELaN | wep [genjead “0E
g
(6 wooy=)o1 [ 8 £ g Y t £ z I
. - AX HdM
S8 “ M%ﬁ.}; (Adm) (A cﬂwﬁE (LoMv)
NvHALngas) | NVAVIOEE | . NOHVL | i oy (1) | svonl
. HWNTOMA I WY'TVd YLNY.L | NYIVAL NY.LYIOHEA dLLOH HNSKNN 1S SN ON
ISYINHOH dLLOH
N NYIVE NY.LVIOHEH SNOY | LITIEH
HVINAP HTIANAd | FNNOTOA NVIVSE'THANAL YHDONY
NVILLNANH ML YA

MLV M

Id

aturan.go.

ra

WWW.p



2023, No.923

85-
7. HASIL KERJA
NO HASIL KERJA SATUAN
1 2 3
1. Laporan identifikasi sumber daya pelayanan Antar Laporan
Kerja
2. Laporan layanan Analisis Jabatan lanjutan Laporan
3. Laporan informasi pasar keria Laporan
4. Laporan penyuluhan jabatan kepada tenaga kerja Laporan
ter-PHEK fdisabilitas /lansia/orang tua
siswa /kelompok masyarakat
5. Dokumen struktur biaya penempatan Pekerja Dokumen
Migran Indonesia
0. Laporan evaluasi substansi perjanjian Laporan
kerjasama/ kemitraan pelayanan antar kerja
7. Laporan sosialisasi program/kegiatan pelayanan Laporan
Antar Kerja pemberi kerja atau lembaga
penempatan tenaga kerja atau P3MI
8. Laporan pelayanan pemberian informasi Laporan
penempatan tenaga kerja kepada pemberi kerja
9. Laporan pelayanan pemenuhan penempatan Laporan
kepada pemberi kerja
10. |Laporan bimbingan jabatan kepada kepada tenaga Laporan
kerja pernah bekerja atau ter-PHK atau disabilitas
atau lansia atau alih profesi atau karyawan
perusahaan
11. |Laporan rekrutmen calon tenaga kerja untuk Laporan
penempatan
12. |Laporan seleksi administratif pencari kerja untuk Laporan
penempatan
13. |Laporan pembekalan kepada tenaga kerja untuk Laporan
penempatan tenaga kerja
14, | Laporan dokumen perjanjian Laporan
penempatan / perjanjian kerja
15. |Laporan penyediaan dokumen pemberangkatan Laporan
tenaga kerja
16. |Laporan pendampingan pemberangkatan tenaga Laporan
kerja
17. |Laporan pemantauan penempatan tenaga kerja Laporan
18. |Laporan pendampingan peserta kegiatan perluasan Laporan
kesempatan kerja
19. | Laporan penyelesaian masalah selama penempatan Laporan
tenaga kerja dalam/luar negeri
20. | Laporan pendampingan pemulangan tenaga kerja Laporan
21. |Laporan  penilaian kelayakan  permohonan Laporan
pengesahan RPTKA untuk 1 sampai dengan 10
orang TKA secara daring
22. |Laporan walidasi dan analisis Permohonan Laporan
Pengesahan/Pencabutan /Perubahan RPTKA
23. |Laporan analisis hasil pemantauan penggunaan Laporan
TKA
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24, |Laporan analisis pelaksanaan alih teknologi dan Laporan
alih keahlian kepada tenaga kerja pendamping
25. |Laporan analisis kelayakan permohonan perizinan Laporan
berusaha lembaga penempatan tenaga kerja
melalui uji kesahihan [ekspose)
26. | Dokumen verifikasi berkas kelayakan permohonan Dokumen
perizinan berusaha atau pencabutan izin lembaga
penempatan tenaga kerja atau P3MI
27. |Laporan rekomendasi sertifikat standar atas Laporan
permohonan perizinan berusaha atau pencabutan
izin lembaga penempatan tenaga kerja atau P3MI
28. | Dokumen konsep penolakan { permintaan Dokumen
kelengkapan  perizinan  berusaha  lembaga
penempatan tenaga kerja atau P3MI
29. |Laporan pemantauan  operasional lembaga Laporan
penempatan / Pameran Kesempatan Kerja |Job Fair
30. |Laporan pelayanan Antar Kerja Laporan
31. |Laporan evaluasi kerjasama fkemitraan pelayanan Laporan
Antar Kerja
8. BAHAN KERJA
NO BAHAN KER.JA PENGGUNAAN UNTUK TUGAS
1 2 3
1. |Informasi SDA, SDM dan | Pengidentifikasian sumber daya
kegiatan antar kerja yang | pelayanan Antar Kerja
telah dilakukan
2. | Informasi jabatan Pelaksanaan layanan Analisis Jabatan
lanjutan
3. | Informasi pasar kerja Pelaksanaan analisis informasi pasar
kerja
4. Materi penyuluhan, | Penyuluhan jabatan kepada tenaga
pamflet /liflet jabatan, | kerja ter-PHK/disabilitas (lansia/orang
infografis tua siswa/ kelompok masyarakat
5. |Data jabatan Pekerja Migran | Penyusunan struktur biaya
Indonesia, negara penempatan | penempatan Pekerja Migran Indonesia
a. Perjanjian Kerjasama, | Pengevaluasian substansi perjanjian
rumusan hasil pertemuan | kerjasama/kemitraan pelayanan antar
bilateral fmultirateral / regional | kerja
7. | Bahan sosialisasi Pelaksanaan sosialisasi
program/kegiatan pelayanan Antar
Kerja pemberi kerja atau lembaga
penempatan tenaga kerja atau P3MI
8. |NSPK penempatan tenaga | Pelayanan pemberian informasi
kerja, data IPK penempatan tenaga kerja kepada
pemberi kerja
9. | Informasi pencari kerja Pelayanan pemenuhan penempatan
kepada pemberi kerja
10. |Informasi jabatan, instrumen | Pelaksanaan bimbingan jabatan kepada
tes psikologi kepada tenaga kerja permnah bekerja
atau ter-PHK atau disabilitas atan
lansia atau alih profesi atau karyawan
perusahaan
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11. |Informasi  pencari  kerja, | Pelaksanaan rekrutmen calon tenaga
informasi perusahaan dan | kerja untuk penempatan
lowongan
12, | Instrumen seleksi Pelaksanaan  seleksi  administratif
pencari kerja untuk penempatan
13. | Materi pembekalan Pelaksanaan  pembekalan  kepada
tenaga kerja untuk penempatan tenaga
kerja
14. | Perjanjian Pelaksanaan analisis dokumen
penempatan/ perjanjian kerja | perjanjian penempatan ( perjanjian
kerja
15. | Dokumen pemberangkatan | Pelaksanaan  analisis  penyediaan
tenaga kerja dokumen pemberangkatan tenaga kerja
16. |Informasi tenaga kerja, lokasi | Pendampingan pemberangkatan tenaga
pemberangakatan, lokasi | kerja
penempatan
17. |Perjanjian kerja, instrumen | Pemantauan penempatan tenaga kerja
observasi kinerja
18. |Informasi peserta dan jenis | Pendampingan peserta kegiatan
kegiatan perluasan | perluasan kesempatan kerja
kesempatan kerja, instrumen
pendampingan
19. |Informasi masalah tenaga | Penyelesaian masalah selama
kerja, kontak mitra (lembaga | penempatan tenaga kerja dalam/luar
penempatan, kepolisian, | negeri
keluarga, otoritas bandara,
imigrasi, asuransi, lembaga
kesehatan, aparat daerah,
lembaga peradilan, bea cukai,
lembaga karantina, dan
instansi perhubunganj
20. |Informasi tenaga kerja, lokasi | Pendampingan pemulangan tenaga
penempatan, lokasi daerah | kerja
asal
21. | Dokumen RPTKA Penilaian kelayakan permohonan
pengesahan RPTKA untuk 1 sampai
dengan 10 orang TKA secara daring
22. | Dokumen RPTKA Pelaksanaan validasi dan analisis
Permohonan Pengesahanf
Pencabutan /Perubahan RPTKA
23. |Data TKA, data Pendamping | Pelaksanaan analisis hasil pemantauan
TKA penggunaan TEA
24, |Data TKA, data Pendamping | Pelaksanaan analisis pelaksanaan alih
TKA teknologi dan alih keahlian kepada
tenaga kerja pendamping
25. | Data Pelaksanaan analisis kelayakan
usulan /dokumen /berkas dari | permohonan perizinan berusaha
lembaga penempatan, formulir | lembaga penempatan tenaga kerja
checklist permohonan izin melalui uji kesahihan (ekspose)
26. | Data Pelaksanaan verifikasi berkas
usulan/dokumen/berkas dari | kelayakan  permohonan  perizinan

lembaga penempatan, formulir

berusaha atau pencabutan izin lembaga
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checklist permohonan izin penempatan tenaga kerja atau P3MI
27. | Checklist permohonan izin | Penyusunan rekomendasi sertifikat
yang telah diisi standar atas permohonan perizinan
berusaha atau pencabutan izin lembaga
penempatan tenaga kerja atau P3MI
28. | Checklist permohonan izin | Penyusunan konsep
yang telah diisi penolakan / permintaan kelengkapan
perizinan berusaha lembaga
penempatan tenaga kerja atau P3MI
29. | Instrumen pemantauan Pemantauan  operasional lembaga
penempatan/Pameran Kesempatan
Kerja (Job Fain
30. | Instrumen pemantauan Pemantauan pelayanan Antar Kerja
31. | Instrumen evaluasi Pengevaluasian kerjasama /kemitraan

pelayanan Antar Kerja

9.

PERANGEKAT KERJA

NO

PERANGKAT KERJA

PENGGUNAAN UNTUK TUGAS

1

=

3

1.

Standar Operasional
Prosedur (SOP), juknis, atau
pedoman  kerja  lainnya
terkait uraian tugas

Mengidentifikasi sumber daya pelayanan
Antar Kerja

Standar Operasional
Prosedur (SOP), juknis, atau
pedoman  kerja  lainnya
terkait uraian tugas

Melakukan Jabatan

lanjutan

layanan Analisis

Standar Operasional
Prosedur (SOP), juknis, atau
pedoman  kerja  lainnya
terkait uraian tugas

Menganalisis informasi pasar kerja

Standar Operasional
Prosedur (SOP), juknis, atau
pedoman  kerja  lainnya
terkait uraian tugas

Melakukan penyuluhan jabatan kepada
tenaga kerja ter-PHEK / disabilitas /
lansiaforang siswa/kelompok
masyarakat

tua

Peraturan yang mengatur
mengenai pelindungan
Pekerja Migran Indonesia,
Standar Operasional
Prosedur (SOP), juknis, atau
pedoman  kerja  lainnya
terkait uraian tugas

Menyusun struktur biaya penempatan
Pekerja Migran Indonesia

Standar Operasional
Prosedur (SOP), juknis, atau
pedoman  kerja  lainnya
terkait uraian tugas

Mengevaluasi substansi perjanjian
kerjasama/kemitraan pelayanan antar
kerja

Standar Operasional
Prosedur (SOP), juknis, atau
pedoman  kerja  lainnya
terkait uraian tugas

Mensosializsasikan program/ kegiatan
pelayanan Antar Kerja pemberi kerja atau
lembaga penempatan tenaga kerja atau
P3MI
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8. | Standar Operasional | Melakukan pelayanan pemberian
Prosedur (SOP), juknis, atau | informasi penempatan tenaga kerja
pedoman  kerja  lainnya | kepada pemberi kerja
terkait uraian tugas

9. | Standar Operasional | Melakukan pelayanan pemenuhan
Prosedur (SOP), juknis, atau | penempatan kepada pemberi kerja
pedoman  kerja lainnya
terkait uraian tugas

10. | Peraturan yang mengatur | Melakukan bimbingan jabatan kepada
mengenai penyelenggaraan | kepada tenaga kerja pernah bekerja atau
jaminan kehilangan | ter-PHK atau disabilitas atan lansia atan
pekerjaan dan disabilitas, | alih profesi atau karyawan perusahaan
Standar Operasional
Prosedur (SOP), juknis, atau
pedoman  kerja  lainnya
terkait uraian tugas

11. | Standar Operasional | Melakukan rekrutmen calon tenaga kerja
Prosedur (SOP), juknis, atau | untuk penempatan
pedoman  kerja  lainnya
terkait uraian tugas

12. | Standar Operasional | Melakukan seleksi administratif pencari
Prosedur (SOP), juknis, atau | kerja untuk penempatan
pedoman  kerja  lainnya
terkait uraian tugas

13. | Standar Operasional | Melakukan pembekalan kepada tenaga
Prosedur (SOP), juknis, atau | kerja untuk penempatan tenaga kerja
pedoman  kerja  lainnya
terkait uraian tugas

14. | Standar Operasional | Menganalisis dokumen perjanjian
Prosedur (SOP), juknis, atau | penempatan/perjanjian kerja
pedoman  kerja  lainnya
terkait uraian tugas

15. | Standar Operasional | Menganalisis penyediaan dokumen
Prosedur (SOP), juknis, atau | pemberangkatan tenaga kerja
pedoman  kerja  lainnya
terkait uraian tugas

16. | Standar Operasional | Melakukan pendampingan
Prosedur (SOP), juknis, atau | pemberangkatan tenaga kerja
pedoman  kerja  lainnya
terkait uraian tugas

17. | Standar Operasional | Melakukan pemantauan penempatan
Prosedur (SOP), juknis, atau | tenaga kerja
pedoman  kerja  lainnya
terkait uraian tugas

18. | Standar Operasional | Mendampingi peserta kegiatan perluasan
Prosedur (SOP), juknis, atau | kesempatan kerja
pedoman  kerja  lainnya
terkait uraian tugas

19. | Standar Operasional | Melakukan penyelesaian masalah selama

Prosedur (SOP), juknis, atau
pedoman  kerja  lainnya
terkait uraian tugas

penempatan
negeri

tenaga kerja dalam/luar
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20. | Standar Operasional | Melakukan pendampingan pemulangan
Prosedur (SOP), juknis, atau | tenaga kerja
pedoman  kerja lainnya
terkait uraian tugas

21. | Peraturan yang mengatur | Melakukan penilaian kelayakan
mengenai penggunaan TKA, | permohonan pengesahan RPTKA untuk 1
Standar Operasional | sampai dengan 10 orang TKA secara
Prosedur (SOP), juknis, atau | daring
pedoman  kerja  lainnya
terkait uraian tugas

22. | Standar Operasional | Melakukan  wvalidasi dan  analisis
Prosedur (SOP), juknis, atau | Permochonan  Pengesahan /Pencabutan/
pedoman  kerja  lainnya | Perubahan RPTKA
terkait uraian tugas

23. | Standar Operasional | Menganalisis hasil pemantauan
Prosedur (SOP), juknis, atau | penggunaan TKA
pedoman  kerja  lainnya
terkait uraian tugas

24, | Standar Operasional | Menganalisis pelaksanaan alih teknologi
Prosedur (SOP), juknis, atau | dan alih keahlian kepada tenaga kerja
pedoman  kerja  lainnya | pendamping
terkait uraian tugas

25. | Peraturan yang mengatur | Menganalisis kelayakan permohonan
mengenai perizinan | perizinan berusaha lembaga penempatan
berusaha Lembaga | tenaga kerja melaluni uji  kesahihan
Penempatan, Standar | (ekspose)
Operasional Prosedur [SOP),
juknis, atau pedoman kerja
lainnya terkait uraian tugas

26. | Standar Operasional | Memverifikasi berkas kelayakan
Prosedur (SOP), juknis, atau | permohonan perizinan berusaha atau
pedoman  kerja  lainnya | pencabutan izin lembaga penempatan
terkait uraian tugas tenaga kerja atau P3MI

27. | Standar Operasional | Menyusun rekomendasi sertifikat standar
Prosedur (SOP), juknis, atau | atas permohonan perizinan berusaha atau
pedoman  kerja  lainnya | pencabutan izin lembaga penempatan
terkait uraian tugas tenaga kerja atau P3MI

28. | Standar Operasional | Menyusun konsep penoclakan / permintaan
Prosedur (SOP), juknis, atau | kelengkapan perizinan berusaha lembaga
pedoman  kerja lainnya | penempatan tenaga kerja atau P3MI
terkait uraian tugas

29. | Standar Operasional | Melakukan  pemantauan  operasional
Prosedur (SOP), juknis, atau | lembaga penempatan / Pameran
pedoman  kerja  lainnya | Kesempatan Kerja (Job Fain
terkait uraian tugas

30. | Standar Operasional | Memantau pelayanan Antar Kerja
Prosedur (SOP), juknis, atau
pedoman  kerja  lainnya
terkait uraian tugas

31. | Standar Operasional | Mengevaluasi kerjasama / kemitraan
Prosedur (SOP), juknis, atau | pelayanan Antar Kerja
pedoman  kerja  lainnya
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NO PERANGKAT KERJA PENGGUNAAN UNTUK TUGAS

terkait uraian tugas

10. TANGGUNG JAWAB
a. Ketepatan dalam pengidentifikasian sumber daya pelayanan Antar
Kerja.

b. Ketepatan dalam pelaksanaan layanan Analisis Jabatan lanjutan.
Ketepatan dalam pelaksanaan analisis informasi pasar kerja
Ketepatan dalam penyuluhan jabatan kepada tenaga kerja ter-
PHEK /disabilitas/lansia/orang tua siswa/ kelompok masyarakat
e. Ketepatan dalam penyusunan struktur biaya penempatan Pekerja

Migran Indonesia.

f. HKetepatan dalam pengevaluasian substansi perjanjian
kerjasama/kemitraan pelayanan antar kerja.

B0

g. HKetepatan dalam pelaksanaan sosialisasi program/kegiatan
pelayanan Antar Kerja pemberi kerja atau lembaga penempatan
tenaga kerja atau P3MI

h. Ketepatan dalam pelayanan pemberian informasi penempatan tenaga
kerja kepada pemberi kerja.

i. Ketepatan dalam pelayanan pemenuhan penempatan kepada pemberi
kerja.

j- Ketepatan dalam pelaksanaan bimbingan jabatan kepada kepada
tenaga kerja pernah bekerja atau ter-PHK atau disabilitas atau lansia
atau alih profesi atau karyawan perusahaan.

k. Ketepatan dalam pelaksanaan rekrutmen calon tenaga kerja untuk
penempatan.

l. Ketepatan dalam pelaksanaan seleksi administratif pencari kerja
untuk penempatan.

m. Ketepatan dalam pelaksanaan pembekalan kepada tenaga kerja untuk
penempatan tenaga kerja.

n. Ketepatan dalam pelaksanaan analisis dokumen perjanjian
penempatan / perjanjian kerja.

0. HKetepatan dalam pelaksanaan analisis penyediaan dokumen
pemberangkatan tenaga kerja.

p. Ketepatan dalam pendampingan pemberangkatan tenaga kerja.

q. Ketepatan dalam pemantauan penempatan tenaga kerja.

r. Ketepatan dalam pendampingan peserta kegiatan perluasan
kesempatan kerja.

s. Ketepatan dalam penyelesaian masalah selama penempatan tenaga
kerja dalam/luar negeri.

t. Ketepatan dalam pendampingan pemulangan tenaga kerja

u. Ketepatan dalam penilaian kelayakan permohonan pengesahan
REPTKA untuk 1 sampai dengan 10 orang TKA secara daring

v. Ketepatan dalam validasi dan analisis Permohonan
Pengesahan / Pencabutan/ Perubahan RPTKA.

w. Ketepatan dalam analisis hasil pemantauan penggunaan TKA.

x.  Ketepatan dalam analisis pelaksanaan alih teknologi dan alih keahlian
kepada tenaga kerja pendamping.

y. HKetepatan dalam analisis kelayakan permohonan perizinan berusaha
lembaga penempatan tenaga kerja melalui uji kesahihan |ekspose).

z. Ketepatan dalam wverifikasi berkas kelayakan permohonan perizinan
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berusaha atau pencabutan izin lembaga penempatan tenaga kerja
atau P3IMI.

aa. Ketepatan dalam penyusunan rekomendasi sertifikat standar atas
permohonan perizinan berusaha atau pencabutan izin lembaga
penempatan tenaga kerja atau P3MI.

bb. Ketepatan dalam penyusunan konsep penolakan/permintaan
kelengkapan perizinan berusaha lembaga penempatan tenaga kerja
atau P3MI.

cc. Ketepatan dalam pemantauan operasional lembaga
penempatan { Pameran Kesempatan Kerja (Job Fair.

dd. Ketepatan dalam pemantauan pelayanan Antar Kerja.

ee. Ketepatan dalam pengevaluasian kerjasama/kemitraan pelayanan
Antar Kerja.

11. WEWENANG
a. Menentukan metode dalam pengidentifikasian sumber daya
pelayanan Antar Kerja.

b. Menentukan metode dalam pelaksanaan layanan Analisis Jabatan
lanjutan.

c.  Menentukan metode dalam pelaksanaan analisis informasi pasar
kerja.

d. Menentukan metode dalam penyuluhan jabatan kepada tenaga kerja
ter-PHK /disabilitas f/lansia forang tua siswa/kelompok masyarakat.

e.  Menentukan metode dalam penyusunan struktur biaya penempatan
Pekerja Migran Indonesia.

f. Menentukan metode dalam pengevaluasian substansi perjanjian
kerjasama/ kemitraan pelayanan antar kerja.

g.  Menentukan metode dalam pelaksanaan sosialisasi program/
kegiatan pelayanan Antar Kerja pemberi kerja atau lembaga
penempatan tenaga kerja atau P3MI.

h. Menentukan metode dalam pelayanan pemberian informasi
penempatan tenaga kerja kepada pemberi kerja.

i. Menentukan metode dalam pelayanan pemenuhan penempatan
kepada pemberi kerja.

j-  Menentukan metode dalam pelaksanaan bimbingan jabatan kepada
kepada tenaga kerja pemah bekerja atau ter-PHK atau disabilitas atau
lansia atau alih profesi atau karyawan perusahaan.

k.  Menentukan metode dalam pelaksanaan rekrutmen calon tenaga kerja
untuk penempatan.

. Menentukan metode dalam pelaksanaan seleksi administratif pencari
kerja untuk penempatan.

m. Menentukan metode dalam pelaksanaan pembekalan kepada tenaga
kerja untuk penempatan tenaga kerja.

n. Menentukan metode dalam pelaksanaan analisis dokumen perjanjian
penempatan / perjanjian kerja.

0. Menentukan metode dalam pelaksanaan analisis penyediaan
dokumen pemberangkatan tenaga kerja.

p.  Menentukan metode dalam pendampingan pemberangkatan tenaga
kerja.

q. Menentukan metode dalam pemantauan penempatan tenaga kerja.

r. Menentukan metode dalam pendampingan peserta kegiatan perluasan
kesempatan kerja.

5. Menentukan metode dalam penyelesaian masalah selama penempatan
tenaga kerja dalam/Iuar negeri.
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Menentukan metode dalam pendampingan pemulangan tenaga kerja.

Menentukan metode

dalam penilaian kelayakan permohonan

pengesahan RPTKA untuk 1 sampai dengan 10 orang TKA secara

daring.

Menentukan metode dalam pelaksanaan walidasi

dan analisis

Permohonan Pengesahan /Pencabutan/Perubahan RPTKA.
Menentukan metode dalam pelaksanaan analisis hasil pemantauan

penggunaan TKA.

Menentukan metode dalam pelaksanaan analisis pelaksanaan alih
teknologi dan alih keahlian kepada tenaga kerja pendamping.

Menentukan metode

dalam pelaksanaan analisis

kelayakan

permohonan perizinan berusaha lembaga penempatan tenaga kerja
melalui uji kesahihan (ekspose).
Menentukan metode dalam pelaksanaan verifikasi berkas kelayakan
permohonan perizinan berusaha atau pencabutan izin lembaga
penempatan tenaga kerja atau P3MI.

Menentukan metode dalam penyusunan

rekomendasi

sertifikat

standar atas permchonan perizinan berusaha atau pencabutan izin
lembaga penempatan tenaga kerja atau PAMI.

Menentukan metode

dalam penyusunan konsep penolakan/

permintaan kelengkapan perizinan berusaha lembaga penempatan

tenaga kerja atau P3ML
Menentukan metode

dalam pemantauan operasional
penempatan/Pameran Kesempatan Kerja [Job Fain.

lembaga

Menentukan metode dalam pemantauan pelayanan Antar Kerja.
Menentukan metode dalam pengevaluasian kerjasama/kemitraan

pelayanan Antar Kerja.

12. KORELASI JABATAN

NO JABATAN UNIT KERJA [ INSTANSI DALAM HAL
1 2 3 4
1. | Kepala Dinas Diznakertrans Provinsi Konsultasi
Banten Pelaksanaan Tugas
dan Laporan
2. | Kepala Bidang Disnakertrans Provinsi Konsultasi
Banten Pelaksanaan Tugas
dan Laporan
3. | Pejabat Fungsional ahli | Disnakertrans Provinsi Koordinasi
utama Banten Pelaksanaan Tugas
4. | Pejabat Fungsional ahli | Disnakertrans Provinsi Koordinasi
madya Banten Pelaksanaan Tugas
5. | Pejabat Fungsional ahli | Disnakertrans Provinsi Koordinasi
muda Banten Pelaksanaan Tugas
6. | Pejabat Fungsional ahli | Disnakertrans Provinsi Koordinasi
pertama Banten Pelaksanaan Tugas
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13. KONDISI LINGKUNGAN KERJA

NO ASPEK FAKTOR
1 2 3
1. | Tempat kerja Di dalam dan luar ruangan
2. | Suhu Dingin
3. Udara Sejuk
4. | Keadaan Ruangan Memadai
3. |Letak Rendah
f. Penerangan Cukup
7. | Suara Tenang/tidak bising
8. Keadaan tempat kerja Bersih
9. | Getaran Tidak ada
14. RISIKO BAHAYA
NO FISIK/MENTAL FENYEBAB
1 2 3
1. | Low back pain Terlalu lama duduk
Gangguan penglihatan Paparan radiasi cahaya dari peralatan kerja
Stres Tekanan target pekerjaan dan hubungan yang
tidak sehat dengan rekan kerja

15. SYARAT JABATAN

1. | Keterampilan Berbicara di depan umum, membimbing, menganalisis,
kerja : | mendengarkan
2. | Bakat Kerja | G |Intelegensia

V | Bakat Verbal
N | Bakat Numerik

() | Bakat Ketelitian

3. | Temperamen | : Kemampuan menyesuaikan diri dalam berhubungan
Kerja P |dengan orang lain lebih dari hanya penerimaan dan
pembuatan instruksi.

Kemampuan menyesuaikan dirl dalam kegiatan-
kegiatan yang berulang, atau secara terus menerus
R | melakukan kegiatan yang sama, sesuai dengan
perangkat prosedur, urutan atau kecepatan yang
tertentu.

Fillhan melakukan kegiatan wyang berhubungan
dengan komunikasi data.

Filihan melakukan kegiatan yang berhubungan
dengan orang dalam niaga.

Filihan melakukan kegiatan-kegiatan rutin, konkrit
dan teratur.

Upaya Fisik : | Duduk, berbicara, bekerja dengan jari, dan mendengarkan
Kondis Platk | : - ;:ll-gi-tin : laki-laki/ perempuan

- Umur : tidak ada persyaratan khusus

4. Minat Kerja 1b

2.a

3.a

www.peraturan.go.id



2023, No.923

95-
Tinggi badan | : tidak ada persyaratan khusus
Berat badan | : tidak ada persyaratan khusus

Postur badan

: tidak ada persyaratan khusus

7. | Fungsi

Pekerjaan

Penampilan | : bersih dan rapi

Hubungan : D3 | Menyusun data

dengan data

Hubungan : O8 | Menerima Instruksi
dengan orang

Hubungan : B4 | Bekerja dengan

dengan tangan /perkakas tangan
Benda

16. PRESTASI KERJA YANG DIHARAPKAN : Baik
17. KELAS JABATAN
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INFORMASI JABATAN

il

NAMA JABATAN : | Pengantar Kerja ahli madya
2.| KODE JABATAN :
3.| UNIT KERJA i
JPT Utama Ll

a.
b. JPT Madya e

c. JPT Pratama : | Disnakertrans Provinsi Banten

d. Administrator : | Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan

Perluasan Kesempatan Kerja
€. Pengawas L |-

f. Pelaksana L |-
g. Jabatan Fungsional e
4. | IKHTISAR JABATAN : | Melaksanakan kegiatan antar kerja

dengan memproyeksi data =erta
informasi yang diperoleh untuk
menghasilkan pedoman pelaksanaan
dan pengembangan kegiatan antar kerja
yang optimal, melakukan penempatan
tenaga kerja dan perluasan kesempatan
kerja berskala makro, melakukan
pengendalian penggunaan Tenaga Kerja
Asing (TKA) untuk jabatan yang berlevel
tinggi, melakukan pengembangan
lembaga dan SDM penempatan, serta
melakukan evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan antar kerja sebagai bahan
pertimbangan dalam pengembangan
pelayanan antar kerja mendatang

5. | KUALIFIKASI JABATAN
a. Pendidikan Formal : | 81 /DIV Manajemen fPsikologi /Hulkum [
Ekonomi/ Sosial-Politik / Administrasi/
bidang pendidikan lain yang relevan
dengan tugas jabatan yang ditetapkan
oleh Instansi Pembina untuk jabatan
fungsional Pengantar Kerja ahli madya

: | Pelatihan Pengantar Kerja jenjang ahli
b. Pendidikan dan Pelatihan madya
c. Pengalaman Kerja | Memiliki pengalaman dalam
pelaksanaan tugas dibidang Antar Kerja
paling singkat 2 (dua) tahun bagi
Pengangkatan dalam jabatan fungsional
Pengantar Kerja melalui perpindahan
dari jabatan lain
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7. HASIL KERJA
NO HASIL KERJA SATUAN
1 2 3

1. |Laporan analisis kebutuhan antar kerja Laporan

2. Dokumen bahan teknis program kegiatan antar Dokumen
kerja

3. Dokumen standar antar kerja Dokumen

4. | Dokumen bahan teknis antar kerja bagi pencari Dokumen
kerja

5. |Laporan layanan Analisis Jabatan advance ([mahir] Laporan

G, Dokumen media lavanan antar kerja Dokumen

7. | Laporan penyuluhan jabatan kepada Petugas Antar Laporan
Kerja di Lembaga penempatan [ pelatihan

8. Laporan pendampingan kepada Petugas Antar Laporan
Kerja/Pemandu/Petugas Teknis dalam
perantaraan kerja/informasi pasar kerja

9. | Dokumen rencana rekrutmen penempatan tenaga Dokumen
kerja

10. | Dokumen rencana seleksi penempatan tenaga kerja Dokumen

11. | Dokumen standar/kriteria penilaian penghargaan Dokumen

12. | Dokumen bahan modalitas kerjasama/kemitraan Dokumen
untuk pelayanan Antar Kerja

13. |Laporan sosialisasi program/ kegiatan pelayanan Laporan
Antar Kerja pada Kementerian atau Lembaga

14. | Laporan seleksi psikotes atan wawancara kepada Laporan
pencari kerja untuk penempatan

15. |Laporan pemberian informasi sebagai saksi dalam Laporan
rangka penyelesaian permasalahan Antar Kerja

16. |Laporan  penilaian kelayakan  permohonan Laporan
Pengesahan RPTKA untuk 1 sampai dengan 49
orang TKA secara daring

17. |Laporan  evaluasi Permohonan  Pengesahan Laporan
RPTKA,/Pencabutan Pengesahan RPTKA/[
perubahan Pengesahan RPTKA

18. | Laporan analisis hasil survei kepuasan masyarakat Laporan
terhadap penggunaan  TKA/[penilaian =zona
integritas/ penilaian IS0 zona pelayanan

19. | Laporan evaluasi pelayanan Antar Kerja Laporan

20. | Dokumen profil penempatan tenaga kerja Dokumen

21. | Dokumen masukan tekniz untuk pengkajian/ Dokumen
penyusunan kebijakan, peraturan perundang-
undangan pelayanan Antar Kerja
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8. BAHAN KERJA
NO BAHAN KER.JA PENGGUNAAN UNTUK TUGAS
1 2 3
1. |Informasi sektor lapangan | Pelaksanaan analizis kebutuhan
usaha, SDA, SDM, IPK, |pelayanan Antar Kerja
kebijakan ketenagakerjaan
2. |Informasi layanan antar kerja, | Penyusunan bahan teknis rencana
laporan pelaksanaan tahun | pelaksanaan kegiatan pelayanan Antar
sebelumnya Kerja
3. | NSPK, bispro Penyusunan standar pelayanan Antar
Kerja
4. |Informasi kompetensi yang | Penyusunan bahan teknis pembekalan
harus dimiliki oleh peserta | Antar Kerja bagi pencari kerja
pembekalan
3. |Informasi jabatan, tujuan | Pelaksanaan layanan Analisis Jabatan
pelaksanan anjab advance (mahir)
6. |Kerangka acuan kegiatan Penyusunan media layanan Antar Kerja
7. Materi penyuluhan, | Penyuluhan jabatan kepada Petugas
pamflet (liflet jabatan, | Antar Kerja di lembaga
infografis penempatan pelatihan
8. |Informasi petugas yang akan | Pendampingan kepada petugas Antar
didampingi, instrument | Kerja/pemandu /petugas teknis dalam
pendampingan perantaraan  kerja/informasi pasar
kerja
9. |Informasi perusahaan dan | Penyusunan rencana rekrutmen
lowongan, informasi pencari | penempatan tenaga kerja
keria
10. |Informasi perusahaan dan | Penyusunan rencana seleksi
lowongan, informasi pencari| penempatan tenaga kerja
kerja, informasi metode seleksi
11. | Instrument penilaian | Perumusan standar/kriteria penilaian
penghargaan penghargaan
12. |Informasi ketersediaan dan | Penyusunan bahan modalitas
kebutuhan  tenaga  kerja, | kerjasama/kemitraan untuk pelayanan
peraturan ketenagakerjaan | Antar Kerja
internasional
13. | Materi sosializasi Pelaksanaan sosialiasi program/
kegiatan pelayanan Antar Kerja pada
Kementerian atau Lembaga
14. | Instrumen seleksi Pelaksanaan seleksi psikotes atan
wawancara kepada pencari kerja untuk
penempatan
15. | Dokumenfinformasi  terkait | Pemberian informasi sebagai saksi
permasalahan dalam rangka penyelesaian
permasalahan Antar Kerja
16. | Dokumen RPTKA Penilaian  kelayakan  permohonan
Pengesahan RPTKA untuk 1 sampai
dengan 49 orang TKA secara daring
17. | Dokumen RPTKA Pelaksanaan evaluasi Permohonan
Pengesahan RPTKA/Pencabutan
Pengesahan RPTKA/ perubahan
Pengesahan RPTKA
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NO BAHAN KER.JA PENGGUNAAN UNTUK TUGAS
18. |Instrumen survei Pelaksanaan analisis hasil survei
kepuasan masyarakat terhadap
penggunaan  TKA/penilaian  zona
integritas penilaian 150 zona
pelayanan
19. | Instrumen evaluasi FPengevaluasian pelayanan Antar Kerja
20. |Informasi Pasar Kerja Penyusunan profil penempatan tenaga
kerja
21. |NSPK Ketenagakerjaan, | Perumusan masukan teknis wuntuk
informasi dinamika | pengkajian/penyusunan kebijakan,
ketenagakerjaan peraturan perundang-undangan
pelayanan Antar Kerja
0. PERANGKAT KERJA
NO PERANGKAT KERJA PENGGUNAAN UNTUK TUGAS
1 2 3
8. | Standar Operasional | Menyusun bahan teknis program kegiatan
Prosedur (SOP), juknis, |pelayanan Antar Kerja
atau pedoman kerja
lainnya  terkait wraian
tugas
9. | Standar Operasional | Menyusun bahan teknis pembekalan antar
Prosedur (SOP), juknis, |kerja bagi petugas antar kerja atan
atau pedoman kerja | pemandu perluasan kesempatan kerja
lainnya  terkait wraian
tugas
10. | Peraturan yang mengatur | Melakukan penilaian kelayakan
mengenai penggunaan | permohonan pengesahan RPTKA untuk 50
TKA, Standar Operasional | orang ke atas TKA secara daring
Prosedur (SOP), juknis,
atan pedoman kerja
lainnya  terkait wraian
tugas
11. | Standar Operasional | Menyusun bahan instrumen monitoring
Prosedur (SOP), juknmis, | evaluasi (monev) kegiatan pelayanan antar
atau pedoman kerja | kerja
lainnya  terkait wuraian
tugas
12. | Standar Operasional | Mengkaji implikasi pasar kerja sesuai
Prosedur (SOP), juknis, |dengan kondisi ketenagakerjaan yang
atau pedoman kerja | aktual
lainnya  terkait wraian
tugas
13. | Standar Operasional | Merancang desain pengembangan sistem
Prosedur (SOP), juknis, | Antar Kerja
atau pedoman kerja
lainnya  terkait wraian
tugas
14. | Standar Operasional | Merancang desain pengembangan
Prosedur (SOP), juknis, | penempatan tenaga kerja
atau pedoman kerja
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NO

PERANGEKAT KERJA PENGGUNAAN UNTUK TUGAS

lainnya  terkait wraian
tugas

10. TANGGUNG JAWAB

11.

a. Ketepatan dalam pelaksanaan analisis kebutuhan pelayanan Antar
Kerja.

b. Ketepatan dalam penyusunan bahan teknis rencana pelaksanaan
kegiatan pelayanan Antar Kerja.

. Ketepatan dalam penyusunan standar pelayanan Antar Kerja.

d. Ketepatan dalam penyusunan bahan teknis pembekalan Antar Kerja
bagi pencari kerja.

e. Ketepatan dalam pelaksanaan layanan Analisis Jabatan advance
(mahir).

f. HKetepatan dalam penyusunan media layanan Antar Kerja.

g. HKetepatan dalam penyuluhan jabatan kepada Petugas Antar Kerja di
lembaga penempatan /pelatihan.

h. Ketepatan dalam  pendampingan kepada  petugas  Antar
Kerja/pemandu/petugas teknis dalam perantaraan kerja/informasi
pasar kerja.

i. Ketepatan dalam penyusunan rencana rekrutmen penempatan tenaga
kerja.

j. HKetepatan dalam penyusunan rencana seleksi penempatan tenaga
kerja.

k. Ketepatan dalam perumusan standar/kriteria penilaian penghargaan.

l.  Ketepatan dalam penyusunan bahan modalitas kerjasama/kemitraan
untuk pelayanan Antar Kerja

m. Ketepatan dalam pelaksanaan sosialiasi program fkegiatan pelayanan
Antar Kerja pada Kementerian atau Lembaga.

n. Ketepatan dalam pelaksanaan seleksi psikotes atau wawancara
kepada pencari kerja untuk penempatan.

o. HKetepatan dalam pemberian informasi sebagai saksi dalam rangka
penyelesaian permasalahan Antar Kerja.

p. Ketepatan dalam penilaian kelayakan permohonan Pengesahan
RPTKEA untuk 1 sampai dengan 49 orang TKA secara daring.

q. HKetepatan dalam pelaksanaan evaluasi Permohonan Pengesahan
RPTKA/Pencabutan Pengesahan RPTKA/perubahan Pengesahan
RPTKA.

r. Ketepatan dalam pelaksanaan analisis hasil survei kepuasan
masyarakat terhadap penggunaan TKA [ penilaian zZona
integritas/penilaian IS0 zona pelayanan.

s. Ketepatan dalam pengevaluasian pelayanan Antar Kerja.

t. Ketepatan dalam penyusunan profil penempatan tenaga kerja.

u. Ketepatan dalam  perumusan masukan teknis untuk
pengkajian/ penyusunan kebijakan, peraturan perundang-undangan
pelayanan Antar Kerja.

WEWENANG

a. Menentukan metode dalam pelaksanaan analisis kebutuhan
pelayanan Antar Kerja.

b. Menentukan metode dalam penyusunan bahan teknis rencana
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pelaksanaan kegiatan pelayanan Antar Kerja.

Menentukan metode dalam penyusunan standar pelayanan Antar
Kerja.

Menentukan metode dalam penyusunan bahan teknis pembekalan
Antar Kerja bagi pencari kerja.

Menentukan metode dalam pelaksanaan layanan Analisis Jabatan
advance [mahir).

Menentukan metode dalam penyusunan media layanan Antar Kerja.
Menentukan metode dalam penyuluhan jabatan kepada Petugas Antar
Kerja di lembaga penempatan ( pelatihan.

Menentukan metode dalam pendampingan kepada petugas Antar
Kerja/pemandu/ petugas teknis dalam perantaraan kerja/informasi
pasar kerja.

Menentukan metode dalam penyusunan rencana rekrutmen
penempatan tenaga kerja.

Menentukan metode dalam penyusunan rencana seleksi penempatan
tenaga kerja.

Menentukan metode dalam perumusan standar/kriteria penilaian
penghargaan.

Menentukan metode dalam penyusunan bahan modalitas
kerjasama/kemitraan untuk pelayanan Antar Kerja.

Menentukan metode dalam pelaksanaan sosialiasi program/kegiatan
pelayanan Antar Kerja pada Kementerian atau Lembaga.

Menentukan metode dalam pelaksanaan seleksi psikotes atau
wawancara kepada pencari kerja untuk penempatan.

Menentukan metode dalam pemberian informasi sebagai saksi dalam
rangka penyelesaian permasalahan Antar Kerja.

Menentukan metode dalam penilaian kelayakan permohonan
Pengesahan RPTKA untuk 1 sampai dengan 49 orang TKA secara
daring.

Menentukan metode dalam pelaksanaan evaluasi Permohonan
Pengesahan RPTKA/Pencabutan Pengesahan RPTKA/perubahan
Pengesahan RPTKA.

Menentukan metode dalam pelaksanaan analisis hasil survei
kepuasan masyarakat terhadap penggunaan TKA/penilaian zona
integritas/penilaian IS0 zona pelayanan.

Menentukan metode dalam pengevaluasian pelayanan Antar Kerja.
Menentukan metode dalam penyusunan profil penempatan tenaga
kerja.

Menentukan metode dalam perumusan masukan teknis untuk
pengkajian/ penyusunan kebijakan, peraturan perundang-undangan
pelayanan Antar Kerja.
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12. KORELASI JABATAN

-108

NO JABATAN UNIT KERJA [ INSTANSI DALAM HAL
1 2 3 4
1. | Kepala Dinas Disnakertrans Provinsi Konsultasi
Banten Pelaksanaan Tugas
dan Laporan
2. | Kepala Bidang Disnakertrans Provinsi Konsultasi
Banten Pelaksanaan Tugas
dan Laporan
3. |Pejabat Fungsional ahli | Disnakertrans Provinsi Koordinasi
utama Banten Pelaksanaan Tugas
4. | Pejabat Fungsional ahli [ Disnakertrans Provinsi Koordinasi
madya Banten Pelaksanaan Tugas
5. | Pejabat Fungsional ahli | Disnakertrans Provinsi Koordinasi
muda Banten Pelaksanaan Tugas
6. |Pejabat Fungsional ahli | Disnakertrans Provinsi Koordinasi
pertama Banten Pelaksanaan Tugas
13. KONDISI LINGKUNGAN KER.JA
NO ASPEK FAKTOR
1 2 3
1. [ Tempat kerja Dalam dan luar ruangan
2. | Suhu Dingin
3. Udara Sejuk
4. | Keadaan Ruangan Memadai
3. |Letak Rendah
f. Penerangan Cukup
7. | Suara Tenang/tidak bising
8. Keadaan tempat kerja Bersih
9. | Getaran Tidak ada

14. RISIKO BAHAYA

NO FISIK/MENTAL

PENYEBAB

1 2

Low back pain

Terlalu lama duduk

2. | Gangpuan penglihatan

Paparan radiasi cahaya dari peralatan kerja

3. Stres

Tekanan target pekerjaan dan hubungan
yang tidak sehat dengan rekan kerja
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1. | Keterampilan Berbicara di depan umum, membimbing, menganalisis,
kerja mendengarkan
2. | Bakat Kerja G |Intelegensia
V | Bakat Verbal
N | Bakat Numerik
) | Bakat Ketelitian
3. | Temperamen Kemampuan menyesuaikan diri dalam berhubungan
Kerja P | dengan orang lain lebih dari hanya penerimaan dan
pembuatan instrulksi.
Kemampuan menyesuaikan diri dalam kegiatan-
kegiatan yang berulang, atau secara terus menerus
R | melakukan kegiatan yang sama, sesuai dengan
perangkat prosedur, urutan atau kecepatan yang
tertentu.
4. | Minat Kerja Lb Filihan melakukan kegiatan yang berhubungan deng
) an komunikasi data.
28 Filihan melakukan kegiatan yang berhubungan deng
' an orang dalam niaga.
3a Filihan melakukan kegiatan-
) kegiatan rutin, konkrit & teratur.
5. | Upaya Fisik Duduk, berbicara, bekerja dengan jari, dan mendengarkan
Kondis! Flalk = ‘;{:E;in : laki-laki/ perempuan
- | Umur : tidak ada persyaratan khusus
- | Tinggi badan |: tidak ada persyaratan khusus
- | Berat badan | : tidak ada persyaratan khusus
- | Postur badan | : tidak ada persyaratan khusus
- | Penampilan | : bersih dan rapi
7. | Fungsi a Hubungan : D3 | Menyusun data
Pekerjaan " | dengan data
b Hubungan : 08 | Menerima Instruksi
dengan orang
Hubungan : B4 | Bekerja dengan
c | dengan tangan/perkakas tangan
Benda

16. PRESTASI KERJA YANG DIHARAPKAN : Baik

17. KELAS JABATAN :

12

www.peraturan.go.id



2023, N0.923 110

INFORMASI JABATAN

1.| NAMA JABATAN : | Pengantar Kerja ahli utama
2.| KODE JABATAN :
3. | UNIT KER.JA :
JPT Utama : |-

a.

b. JPT Madya e

c. JPT Pratama : | Disnakertrans Provinsi Banten

d. Administrator : | Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan

Perluasan Kesempatan Kerja
e. Pengawas s |-

f. Pelaksana L |-
g. Jabatan Fungsional : |-
4. | IKHTISAR JABATAN : | Melaksanakan kegiatan antar kerja

dengan menyusun rancangan program,
juklak, dan juknis kegiatan antar kerja
berdasarkan kajian wyang dilakukan
terhadap; implikasi pasar kerja, hasil
monitoring dan evaluasi pelayanan
antar kerja, serta rencana strategis
pemerintah baik pusat maupun daerah;
agar pelaksanaan pelayanan antar kerja
dapat berjalan secara objektif, terbuka,
adil setara, dan tanpa diskriminasi

5. | KUALIFIKASI JABATAN
a. Pendidikan Formal : | 8-2 Manajemen /Psikologi /Hukum |
Ekonomi/ Sosial-Politik f Administrasi/

bidang pendidikan lain yang relevan
dengan tugas jabatan yang ditentukan
oleh Instansi Pembina untuk jabatan
fungsional Pengantar Kerja ahli utama

b. Pendidikan dan Pelatihan |: [Pelatihan Pengantar Kerja jenjang ahli
utama
c. Pengalaman Kerja | Memiliki pengalaman dalam

pelaksanaan tugas dibidang Antar Kerja
paling singkat 2 (dua) tahun
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7. HASIL KERJA
NO HASIL KERJA SATUAN
1 2 3

1. | Dokumen bahan teknis program kegiatan pelayanan Dokumen
Antar Kerja

2. | Dokumen bahan teknis pembekalan antar kerja bagi Dokumen
petugas antar kerja atau pemandu perluasan
kesempatan kerja

3. | Laporan penilaian kelayakan permohonan Laporan
pengesahan RPTKA untuk 30 orang ke atas TKA
secara daring

4. | Dokumen bahan instrumen monitoring evaluasi Dokumen
imonev) kegiatan pelayanan antar kerja

5. | Dokumen implikasi pasar kerja sesuai dengan Dokumen
kondisi ketenagakerjaan yang aktual

6. | Dokumen desain pengembangan sistem Antar Kerja Dokumen

7. | Dokumen desain pengembangan penempatan tenaga Dokumen
kerja

8. BAHAN KERJA
NO BAHAN KERJA PENGGUNAAN UNTUK TUGAS
1 2 3

1. | NSPK Ketenagakerjaan, | Penyusunan bahan teknis program
informasi dinamika | kegiatan pelayanan Antar Kerja
ketenagakerjaan

2. |Informasi Kompetensi yang | Penyusunan bahan teknizs pembekalan
harus dimiliki oleh peserta | antar kerja bagi petugas antar kerja atau
pembekalan pemandu perluasan kesempatan kerja

3. Penilaian kelayakan permohonan
Dokumen RPTKA pengesahan RPTKA untuk 50 orang ke

atas TKA secara daring

4. |Informasi kegiatan antar | Penyusunan bahan instrumen
kerja, informasi metode | monitoring evaluasi |monev) kegiatan
penyusunan instrumen pelayanan antar kerja

5. Pengkajian implikasi pasar kerja sesuai
Informasi pasar kerja dengan kondisi ketenagakerjaan yang

aktual

6. | NSPK Ketenagakerjaan, | Perancangan desain  pengembangan
informasi dinamika | sistern Antar Kerja
ketenagakerjaan

7. | NSPK Ketenagakerjaan, | Perancangan desain  pengembangan
informasi dinamika | penempatan tenaga kerja
ketenagakerjaan
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9. PERANGKAT KER.JA
NO PERANGKAT KERJA PENGGUNAAN UNTUK TUGAS
1 2 3

1. | Standar Operasional | Menyusun bahan teknis program kegiatan
Prosedur (SOP), juknis, | pelayanan Antar Kerja
atau pedoman kerja
lainnya  terkait wraian
tugas

2. | Standar Operasional | Menyusun bahan teknis pembekalan antar
Prosedur (SOP), juknis, |kerja bagi petugas antar kerja atau
atau pedoman kerja | pemandu perluasan kesempatan kerja
lainnya  terkait wraian
tugas

3. | Peraturan yang mengatur | Melakukan penilaian kelayakan
mengenai penggunaan | permohonan pengesahan RPTKA untuk 50
TKA, Standar Operasional | orang ke atas TKA secara daring
Prosedur (SOP), juknis,
atau pedoman kerja
lainnya  terkait wraian
tugas

4. | Standar Operasional | Menyusun bahan instrumen monitoring
Prosedur (SOP), juknis, |evaluasi kegiatan pelayanan antar kerja
atau pedoman kerja
lainnya  terkait wraian
tugas

5. | Standar Operasional | Mengkaji implikasi pasar kerja sesuai
Prosedur (SOP), juknis, |dengan kondisi ketenagakerjaan yang
atau pedoman kerja | aktual
lainnya  terkait wraian
tugas

6. | Standar Operasional | Merancang desain pengembangan sistem
Prosedur (SOP), juknis, | Antar Kerja
atan pedoman kerja
lainnya  terkait wraian
tugas

7. | Standar Operasional | Merancang desain pengembangan
Prosedur (SOP), juknis, | penempatan tenaga kerja
atau pedoman kerja
lainnya  terkait wuraian
tugas

10. TANGGUNG JAWAB

a.

b.

C.

Ketepatan dalam penyusunan bahan teknis program kegiatan

pelayanan Antar Kerja.

Ketepatan dalam penyusunan bahan teknis pembekalan antar kerja
bagi petugas antar kerja atau pemandu perluasan kesempatan kerja.

Ketepatan dalam penilaian

kelayakan permohonan pengesahan

RPTKA untuk 50 orang ke atas TKA secara daring.

Ketepatan dalam penyusunan bahan instrumen monitoring evaluasi
(monev) kegiatan pelayanan antar kerja.

Ketepatan dalam pengkajian implikasi pasar kerja sesuai dengan
kondisi ketenagakerjaan yang aktual.
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f. Ketepatan dalam perancangan desain pengembangan sistem Antar
Kerja.

g. HKetepatan dalam perancangan desain pengembangan penempatan
tenaga kerja.

11. WEWENANG

a. Menentukan metode dalam penyusunan bahan teknis program
kegiatan pelayanan Antar Kerja.

b. Menentukan metode dalam penyusunan bahan teknis pembekalan
antar kerja bagi petugas antar kerja atau pemandu perluasan
kesempatan kerja.

¢.  Menentukan metode dalam penilaian kelayakan permohonan
pengesahan RPTKA untuk 50 orang ke atas TKA secara daring.

d. Menentukan metode dalam penyusunan bahan instrumen monitoring
evaluasi (monev) kegiatan pelayanan antar kerja.

e.  Menentukan metode dalam pengkajian implikasi pasar kerja sesuai
dengan kondisi ketenagakerjaan yang actual.

f. Menentukan metode dalam perancangan desain pengembangan
sistem Antar Kerja.

g.  Menentukan metode dalam perancangan desain pengembangan
penempatan tenaga kerja.

12. KORELASI JABATAN

NO JABATAN UNIT KERJA/INSTANSI DALAM HAL
1 2 3 4
1. | Kepala Dinas Disnakertrans Provinsi | Konsultasi
Banten Pelaksanaan Tugas
dan Laporan
2. | Kepala Bidang Disnakertrans Provinsi | Konsultasi
Banten Pelaksanaan Tugas
dan Laporan
3. | Pejabat Fungsional ahli | Disnakertrans Provinsi | Koordinasi
utama Banten Pelaksanaan Tugas
4. | Pejabat Fungsional ahli | Disnakertrans Provinsi | Koordinasi
madya Banten Pelaksanaan Tugas |
5. | Pejabat Fungsional ahli | Disnakertrans Provinsi | Koordinasi
muda Banten Pelaksanaan Tugas
6. |Pejabat Fungsional ahli | Disnakertrans Provinsi | Koordinasi
pertama Banten Pelaksanaan Tugas

13. KONDISI LINGKUNGAN KER.JA

NO ASPEK FAKTOR
1 2 3

1. Tempat kerja Di dalam dan luar ruangan

2. Suhu Dingin

3. Udara Sejuk

4. Keadaan Ruangan Memadai

5. Letak Rendah

(i} Penerangan Cukup

7. Suara Tenang/tidak bising

8. Keadaan tempat kerja Bersih

a. Getaran Tidalk ada
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14. RISIKO BAHAYA

NO FISIK /MENTAL PENYEBAB
1 2 3
1. | Low back pain Terlalu lama duduk

Gangguan penglihatan Paparan radiasi cahaya dari peralatan kerja

Stres Tekanan target pekerjaan dan hubungan yang
tidak sehat dengan rekan kerja

15. SYARAT JABATAN

1. | Keterampilan Membimbing, menganalisis, membangun dan merancang
kerja : | konsep
2. | Bakat Kerja | G |Intelegensia

V | Bakat Verbal
N | Bakat Numerik

) | Bakat Ketelitian

3. | Temperamen | : Kemampuan menyesuaikan dirli dalam berhubungan
Ketja P | dengan crang lain lebih dari hanya penerimaan dan
pembuatan instruksi.

Kemampuan menyesuaikan dirl dalam kegiatan-
kegiatan yang berulang, atau secara terus menerus
E | melakukan kegiatan yang sama, sesuai dengan
perangkat prosedur, urutan atau kecepatan yang
tertentu.

4. | Minat Kerja b Filihan melakukan kegiatan yang berhubungan

i dengan komunikasi data.

Filihan melakukan kegiatan yang berhubungan

2.a .
dengan crang dalam niaga.
aa Filihan melakukan kegiatan-kegiatan rutin, konkrit
) dan teratur.
3. | Upaya Fisik ¢ | Duduk, berbicara, bekerja dengan jari, dan mendengarkan
Kondisi Fisik | : Jenis i ) _
~ | Kelamin : laki-laki/ perempuan
- | Umur : tidak ada persyaratan khusus
- | Tinggi badan |: tidak ada persyaratan khusus
- | Berat badan |: tidak ada persyaratan khusus
- | Postur badan | : tidak ada persyaratan khusus
- | Penampilan | : bersih dan rapi
7. | Fungsi A Hubungan : D3 | Menyusun data
Pekerjaan " | dengan data
b Hubungan : O8 | Menerima Instruksi
dengan orang
Hubungan : B4 | Bekerja dengan
c | dengan tangan/perkakas tangan
Benda

16. PRESTASI KERJA YANG DIHARAPKAN : Baik
17. KELAS JABATAN :14
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TATA CARA PENGGUNAAN APLIKASI ANJAB ABK PENGANTAR KERJA

Mengakses Aplikasi

Berikut adalah tahapan untuk mengakses aplikasi:

a. Pastikan PC/komputer anda memiliki koneksi internet.

b. Buka aplikasi perambah (browser) seperti: google chrome, mozilla
firefox, dan lain sebagainya.

c. Lalu pada kolom wurl ketik link di berikut: http://
anjabpk.kemnaker.go.id.

d. Akan tampil halaman landing page yang berisi informasi mengenai
aplikasi, pilih tombol Registrasi untuk daftar user agar bisa
menggunakan aplikasi.

e. Berikut adalah tampilan awal aplikasi.

.
EMMANCS

Sistem Informasi Analisis
Jabatan dan ABK

Pengantar Kerja

Menu Registrasi

Isi formulir registrasi ABK Pengantar Kerja tersebut untuk dapat

menggunakan aplikasi, terdapat beberapa formulir seperti Provinsi,

Instansi, Nama Penanggung Jawab, Telepon Penanggung Jawab,

Username, dan Password.

a. Untuk isian Jenis Instansi, Provinsi, Kab/Kota disesuaikan dengan
domisili Instansi masing-masing.

b. Nama, NIP dan Nomor Telepon Penanggung jawab diisi dengan data

pegawai yang akan melakukan penyusunan Anjab dan ABK,

selanjutnya disebut sebagai user.

Username dan Password diisi oleh user.

Jika sudah pilih tombol Daftar.

e. Menunggu verifikasi dari Admin Pusat.

oo

Reglstrasi ABK Pengantar Kerja

v i nearw [
NETS A arGer§ Jovwa - ArONGOUNg Yawes EON PRNGR g 1 e

toverd L]
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3. Menyusun Anjab dan ABK Pengantar Kerja
a. Setelah akun user diverifikasi oleh Admin Pusat, akun Admin
Penyusun telah aktif dan dapat digunakan
b. Pada tampilan halaman landing page yang berisi informasi mengenai
aplikasi, pilih tombol Login

Sistem Informasi Analisis

Jabatan dan ABK
Pengantar Kerja

c. Isi formulir sesuai dengan username dan password yang anda
daftarkan pada halaman Registrasi kemudian pilih tombol Login.

Login Aplikasi
ABK Pengantar
Kerja

Akan tampil halaman awal aplikasi setelah anda berhasil melakukan
Login. Anda akan masuk ke Menu Utama user di dalamnya terdapat
beberapa menu, yaitu Anjab ABK, Profil, Pengusulan Revisi, Daftar
Jabatan, Ganti Password dan Logout. Seperti gambar pada di bawah
ini:

Anslisis Jabatan JAWA TENGAH

LAl Tl
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Pada default Data Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja ini dalam
status Konsep. Pada status Konsep user dapat mengisi data ABK
sesuai dengan data real yang ada. User juga dapat menambah
Struktur Jabatan dan mengunggah Peta Jabatan.

AL Bt fakaren ey b

Lo e Pt oot e O [l o

v s swaran

Choces e Vot O s

Untuk mengisi jumlah pemangku Jabatan Fungsional Pengantar
Kerja, User dapat memilih/mengklik tanda | ... | untuk memulai
mengisi, seperti gambar di bawah ini.

Jabatan Funpuional Pengartar Kerjy

wy MNama Jabatan Jarelar Haul ARe Selnn
Perranges
(2] oom
o=
o=
o
Tatal L] 0 ’
o b Ueteh (erbh o

Kemudian isi jumlah pemangku tersebut dan tekan tombol centang
untuk menyimpan seperti gambar di bawah ini.

atovtan Fungisna Fenpanes Kena

- LTy Py e el
Ponagis
—_
= ‘ c=m
—_ v ==
=2 o]
Toust s . .
AN Dt ban
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f.  Untuk masuk ke halaman pengisian ABK silakan klik nama jabatan,
kemudian akan tampil halaman seperti di bawah ini:

Detail Analisis Beban Kerja Jakatan L = L
aatim Prvgae e S a Ak T
Ml M g Al A
Shibar dohaien ot b o gy I e e By ke b st 1 e it o ot it o g e it b s | s
e i L i KA g L 4 110 I e g Lo o' .8 i s o b

O Hebuas LT Aeblaegs i Friwshes
wa i e i miie
- i
R T L =] S 1= s amcas
b Purfoinr
T P s W sebrrsies e an pmaeg e e e s e g b b g T um ]
I P R L TN AL 2 e 1 “ aamn
4 Belen e e ey i v s e g v o s e g T e pn e 1= o
b
b Parenar
N Bk e g g s e e g b wmn e = apome
B PRI N L L B WA AL ) 3 i A BT B Fre— e an
T PGk L s e e i S P um s
sy "
L (e
Lardah e fa .
e
E ]

O Y L0 A W VY - ST R R

Halaman ini berisi informasi detail mengenai Analisis Beban Kerja,
terdapat beberapa informasi seperti Nama Jabatan, Ikhtizsar Jabatan,
Metode ABK, Jumlah Pegawai Saat Ini, Kebutuhan Pegawai
Berdasarkan Hasil ABK dan Kelebihan Kekurangan Pegawai. Berikut
ini adalah tampilan dari halaman Detail Analisis Beban Kerja Jabatan.

g. Selanjutya user mengizi Jumlah Hasil pada masing-masing uraian
tugas sesuai dengan lingkup pekerjaan instansi. Untuk mengisi
Jumlah Hasil user memilih tanda [...] Seperti gambar di bawah ini.

e e Tagsa [ T H‘l 3 ¢|u.-

s Py " -

L bk s alin ke da s 10 " [T
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Setelah terisi semua Uraian Tugasnya, akan otomatis dihitung Jumlah
Pegawai (desimal), dan Jumlah Pegawai (pembulatan) pada akhir tabel
Uraian Tugas seperti gambar dibawah ini.

Arkin Pegae 0000

Amian Pegaa (Pewtabatan ]

W Bubanes T [, Wanhe Ko PR -
ot Fow peare > s ot ]
= Lt l

Untuk menulis catatan mengenai data pada Detail Anjab, user bisa
menulis catatan pada bagian bawah di halaman Detail Anjab Jabatan
seperti gambar dibawah ini.

o

L]

"R R

Untuk mengunduh data dari halaman Detail Anjab Jabatan, User bisa
memilih tombol Export Excel, seperti gambar di bawah ini.

O -

Setelah user selesai mengisi data Anjab ABK Pengantar Kerja dan
dirasa telah sesuai, User bisa mengirimkan data Anjab ABK Pengantar
Kerja tersebut dengan memilih tombol Kirim Untuk Diverifikasi.
Seperti gambar dibawah ini.

Analisis Jabatan JAWA TENGAH

f

.

Kemudian Pilih OK.
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Akan otomasi data Anjab ABK Pengantar Kerja yang user kirimkan
akan berpindah status dari Konsep, menjadi status Verifikasi |
Pemneriksaan seperti gambar di bawah ini.

Analisis Rabartan VWA TEMGAH

P mme cvmn, Frmercan

Saat Status Vefikasi user tidak dapat lagi mengubah informasi yang
telah diisikan, apabila dirasa ada yang perlu diperbaiki, silakan user
menghubungi Admin Pusat. Kemudian Admin Pusat akan kembali
membuka akses untuk dilakukan perbaikan.

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IDA FAUZIYAH
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LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUELIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

FEDOMAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN
JABATAN FUNGSIONAL PENGANTAR KERJA

A. USULAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PFENGANTAR KERJA

[KOP SURAT)
MNomor Tanggal......cooenniees
Lampiran
Sifat
Hal : Usulan Kebutuhan Jabatan Fungsional
Bidang Ketenagakerjaan

Yth. Sekretaris Jenderal
Kementerian Ketenagakerjaan

Memperhatikan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor B/528/M.SM.01.00/2018/2018 tanggal 15

Oktober 2018 hal Mekanisme Pengangkatan PNS dalam Jabatan

Fungsional, mewajibkan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah

untuk mendapatkan rekomendasi pengangkatan dari Instansi Pembina

Jabatan Fungsional.

2. Berkenaan dengan hal tersebut sebagai dasar kelengkapan usulan
kebutuhan Jabatan Fungsional Bidang Ketenagakerjaan, kami
lampirkan peta jabatan dan analisis beban kerja di ........ , dengan
rincian sebagai berikut:

No. Jabatan Fungsional ABK Bezetting | Kekurangan/

Kelebihan
| I P ahli pertama
20 | ahli muda
3. | rerrerniss ahli madya

3. Berkenaan dengan hal tersebut mohon kiranya Bapak dapat
mempertimbangkan usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Bidang
Ketenagakerjaan di .......... sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikan kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami
ucapkan terimakasih.

Sekretaris Daerah,
(tanda tangan, stempel di atas)

Tembusan:
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
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B. FORMAT SURAT PERSETUJUAN/REKOMENDASI USULAN KEBUTUHAN
JABATAN FUNGSIONAL PENGANTAR KERJA

¢ KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
%‘ REPUBLIK INDONESIA
Jslan Jendaral Gatet Subrcln Kaveing 51 Jakarts Selalan 12950, Tebpon (021) 525572

L ; e awadbotein sk, god

Nomor :B-1/....... | — Fossaflanss

Lampiran :-

Hal : Rekomendasi Formasi Jabatan Fungsional
Yth.

PPK Instansi Pemerintah

di tempat

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara, Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor B/328/M/SM.01.00/2018 tanggal 15 Oktober
2018 perihal mekanisme Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional,
[surat PPK Instansi Pemerintah) ......c.c.ueeee NOMOT «.covevnenens TAREEAL . cciaianie.
Perihal Usulan Kebutuhan Jabatan Fungsional Bidang Ketenagakerjaan serta
validasi terhadap hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja, bersama ini
kami memberikan persetujuan/rekomendasi untuk usul formasi jabatan
tersebut dengan rincian sebagai berikut:

No. Jabatan Fungsional ABK | Bezetting | Kekurangan/
Kelebihan
1. | Pengantar Kerja ahli pertama [ ...
2. | Pengantar Kerja ahli muda | ...
3. | Pengantar Kerja ahli madva [ .....
4. | Pengantar Kerja ahli utama | ...
5. |Dst. ] e

-Demiki.'m persetujuan /rekomendasi formasi j;a-i:;at.'m ini di]:;'l-.l-;{t untuk
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Menteri Ketenagakerjaan
Sekretaris Jenderal,

(Mamal)

NIP ...........
Tembusan:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara
2. Pejabat Instansi yang berkepentingan

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd

IDA FAUZIYAH
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